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RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia mengalami hambatan,
munculnya kesenjangan antar golongan berdampak buruk bagi iklim ekonomi.
Kesenjangan terjadi akibat kurangnya pemerataan menyangkut finansial yang
hanya berputar pada golongan-golongan tertentu. Merupakan kondisi yang tidak
adil dan cenderung merusak iklim ekonomi bangsa. Salah satu pihak dalam hal ini
golongan miskin, mengalami kesulitan mengakses modal pada bank karena
anggapan-anggapan miring tentang mereka. Pihak bank mengangap mereka bukan
pengembali yang baik, dan ini dapat menghalangi mereka untuk bergerak dan
berinvestasi produktif. Krisis yang melanda negeri pada tahun 1997 menjadi
penyebab bertambahnya golongan miskin. Namun disisi lain munculnya
fenomena perbankan syari'ah yang mulai diperhitungkan keberadaannya.
Masyarakat dapat melihat realita bahwa bank syari'ah mampu bertahan
menghadapi krisis. Konsep syari'ah yang diusung mendapat tempat tersendiri
ditengah mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Harapan masyarakat muslim
dapat menghadirkan satu lembaga ekonomi syari'ah yang dapat merangkul
seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerataan dapat dihaiakah.Maal
wat Tamwil (BMT) hadir dengan perkembangan yang sangat pesat, dan telah
mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. BMT merupakan lembaga
berbasis kerakyatan, tumbuh dan berkembang dikalangan bawah. Melalui produk-
produk yang ditawarkannya BMT mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. BMT Al Ummah Mojokerto hadir sebagai patner masyarakat,
menawarkan produk pembiayaan termasuk pembiayaasyarakah Melalui
sistem bagi hasil yang kompetitif diharapkan mampu memberikan pelayanan
kepada umat secara merata, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh
lapisan masyarakat. Namun perkembangan yang signifikan atas BMT disisi
legalitasnya masih berada dalam payung hukum Undang-undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasi. Secara konsep berbeda dengan konsep syari’ah
yang menjadi kaidah operasional BMT. Penulis membuat batasan permasalahan,
bagaimana pelaksanaan pembiayasmisyarakah pada BMT Al Ummah
Mojokerto serta upaya hukum apa dan cara penyelesaian jika terjadi permasalahan
dalam pembiayaamusyarakah Tujuan penelitian terbagi dalam tujuan khusus
dan umum. Penulis menggunakan tahapan dalam memecahkan persoalan, dengan
pendekatan masalah memakai pendekatan undang-undtatgte approach
Sumber bahan hukum terbagi kedalam bahan hukum primer, sekundeordan
hukum, terakhir menganalisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka yang relevan dalam tema yang diangkat, pertama mengenai
sejarah lembaga perkonomian yang mengisahkan perjalanan lembaga
perkonomian sejak jaman Rasulullah sampai mencapai perkembangan sekarang.
Kedua berisi penjelasan tentang BMT. Ketiga mengenai prinsip-prinsip
bermuamalah dalam Islam. Keempat pengertian tentang pembrayagarakah

Pembahasan terbagi dalam dua sub bab, pertama Pelaksanaan pembiayaan
musyarakalpada BMT Al Ummah Mojokerto, terbagi atas beberapa mekanisme
yakni mekanisme permohonan pembiayaansyarakah mekanisme realisasi
pembiayaanmusyarakah mekanisme angsuran pembiayaamnisyarakah dan
pelunasan pembiayaanusyarakahPenulis juga memaparkan mengenai prinsip



bagi hasil yang merupakan keunggulan produk syarsarta kendala yang
dihadapi selama pelaksanaan pembiayaasyarakah Ditinjau dari pihak yang
terkait pembiayaan dan ditinjau dari produk pemégay Kedua mengenai upaya
hukum yang dapat dilakukan pihak BMT seperti uppgaanggulangan BMT
sendiri, yang dirancang untuk diselesaikan secakalyargaan. Memanfaatkan
pengacara dalam penagihan dengan pilihan pengdoamaengalaman dan
berakhlak baik. Penghapusan merupakan kebijakakhieryang dapat ditempuh
BMT.

Ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulang ydiperoleh dari
penelitian, bahwa tidak ada yang tidak berisikoaaal melakukan apapun
termasuk dalam bermuamalah pembiayaarsyarakah BMT Al Ummah telah
menunjukkan upaya untuk beroperasional berkoridgari'ah. Meski tidak
dipungkiri kendala pasti ada. Beberapa kaidah masédnggunakan kaidah
konvensional mengacu kepada Undang-Undang Nomodra®bin 1992 tentang
Perkoperasian. Terakhir saran disampaikan kepadd BMUmmah Mojokerto
selaku lembaga keuangan syari'ah, perlu melakukgayas pembenahan
berkesinambungan demi memberikan pelayanan kepadaserta tetap menjaga
nilai-nilai Islami dalam segala kegiatan. Kepadmse pihak yang terkait serta
pemerhati lembaga keuangan mikro diharapkan dapatist memberikan
kontribusi kepada perkembangan lembaga keuangarroniengan segera
membentuk legalitas kelembagaan BMT yang kuat agdak terjadi
permasalahan dikemudian hari.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang melanda atbagai negara
membawa banyak dampak perubahan pada kehidupanorekomasyarakat
negara berkembang. Indonesia sebagai salah sat@rand&grkembang yang
mengalami dampak, membawa perbedaan pada tingksial smasyarakat
bertingkat dan muncul kesenjangan diantara meteésenjangan ekonomi yang
memprihatinkan inilah maka diperlukan solusi, yatehgan pola pembangunan
bangsa yang berbasis kerakyatan, karena kemisksayag dirasakan masyarakat
semakin bertambah, baik dari segi kualitas dan tkasnya yang semakin
berdampak panjang. Banyak yang menjadi korban jgantznir dengan imbalan
bunga yang tinggi pada akhirnya membuat mereka lsamaiskin karena tidak
mampu membayar angsuran bunga, sehingga dirasa mperigembangkan satu
lembaga yang dapat menjangkau seluruh lapisan maksya khususnya
masyarakat miskin, yakni dengan memberikan pelayaederhana, mudah dan
tidak berbelit-belit.

Pada pertengahan tahun 1997, terjadi krisis mome¢gembet kepada krisis
ekonomi. Masyarakat melihat suatu relita bahwa Im@ki’ah di Indonesia tetap
bertahan menghadapi krisis. Hal ini menunjukkanofeena unik ditengah
runtuhnya perbankan nasional. Sejak saat itu waeko@omi Islam mulai dikaji,
terutama di kampus-kampus. Seminar ekonomi Islaknditingkat lokal maupun
nasional mulai banyak digelar. Ditengah bergulirmygcana ekonomi Islam dan
semangat sebagian kaum muslim untuk mendapatkan lsatbaga berbasis
syari'ah serta diikuti dengan timbulnya kesalahagrsepsi dalam melihat
ekonomi Islam itu sendiri. Mereka berpandangan laalekonomi Islam hanya
suatu perekonomianon riba plus zakat yang ditandai dengan bank syada
Baitul Maal Wat Tamwilataupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syari'ah.
Menurut Mohammad Nasir (2004: 4) Islam mengatutaieg tata cara perolehan
harta tata cara pengelolaan harta mulai dari pesatari, pengembangan

kepemilikan harta, serta tata cara pendistribustaarta ditengah-tengah



masyarakat. Semua tata cara tersebut diatur mesyatiait Islam. Dalam bahasa
sederhana bagaimana kita memperoleh dan mengeldég tidak boleh ada unsur
riba, judi dan penipuan. Transaksi-transaksi yangdi harus sah menurut Islam
dan jenis usaha yang dilakukanpun harus jenis ugahg halal. Hal tersebutlah
yang menjadi harapan bersama masyarakat muslinméayadi agenda bersama
untuk mewujudkan sistem ekonomi yang dapat merdnigseluruhan lapisan
masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsifakyar

Pada akhir Oktober 1995 diseluruh Indonesia telafdib lebih dari 300
Baitul Maal Wat Tamwilyang disingkat BMT, dan setelah berjalan selanta sa
dekade belakangan ini, di Indonesia telah berdirakg lebih 2000 unit BMT
yang tersebar di penjuru negeri ini. Dengan demildacara ekonomi lembaga
BMT akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi mealsatarSebagai contoh,
apabila 2000 BMT melayani minimal 1000 orang nabkalb@aka sebanyak
2.000.000 penduduk Indonesia dapat dijangkau alayadi, dengan kata lain
dari sisi kuantitas lembaga BMT sudah banyak jumyah Lembaga ini telah
menjadi lembaga keuangan rakyat karena keberadaayaryg dekat dengan
rakyat, sebab lembaga ini tumbuh dan berkembangrdiyat bawah(grass
root). Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yarajadithya mencakup
dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu : (1) kegiat@ngumpulkan kekayaan dari
berbagai sumber seperti zakat, infaq sadhagahattatain yang dapat dibagikan
atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasiskinan (2) kegiatan
produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah ubatan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manust.(Ridwan, 2006:1)

Angka kemiskinan makin meningkat di Indonesia, efgitt setelah krisis
ekonomi sejak pertengahan Juli 1997. Kini sekita7% penduduk Indonesia
(39,05 juta jiwa) masuk kategori sebagai orang miskedangkan jumlah rumah
tangga miskin yang harus disejahterakan ada 192 fementara itu tingkat
pengangguran tahun 2006 lalu tercatat 10,24% okali angkatan kerja Indonesia.
Menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie permasalahannapggulangan
kemiskinan bukan terletak pada tiadanya dana. Kkérlsejak 2004 anggaran
penanggulangan kemiskinan meningkat pesat. Di Amggd@endapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2004 dana yang tersedia Rptril@n. Jumlah ini



meningkat menjadi Rp 32 triliun pada tahun 20054Rdriliun tahun 2006, dan
untuk tahun 2007 anggaran telah disetujui Rp Sliurri Jumlah ini belum

termasuk anggaran yang disediakan oleh APBN prppiksbupaten/kota.

Selanjutnya menurut Hedi M Idris Direktorat Pemlagahn Usaha Kecil

Menengah dan Koperasi (UKMK) menyebutkan untuk reaeteskan penduduk
dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksana&omitmen, organisasi,
program, dan pendekatan yang tepat. Namun halntémgepaparnya, mengubah
persepsi kita mengenai orang miskin. Orang menjaskin bukan karena malas
bekerja atau tidak mau berusaha, tapi karena ayasdsmpada kegiatan ekonomi
terbatas. (Rusdiono dalam Majalah Gontor, 20074)3-1

Pihak perbankan seringkali tidak menganggap malsghnmiskin sebagai
peminjam yang layak. Penyebabnya karena merekia trdamenuhi persyaratan
yang diperlukan seperti adanya jaminan, pekerj@amdl, dan aspek legalitas.
Akibatnya timbul mitos bahwa masyarakat miskin bu&h pengembali kredit
yang baik dimana kebutuhan konsumsi yang berlebéngnalangi mereka
melakukan investasi yang produktif.

Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skaleromidlengan upaya
mengatasi kemiskinan baik melalui kegiatan yangtapaalat karya maupun
melalui hasil-hasil yang diperoleh. Dengan demikdperlukan lembaga yang
dapat mengakomodir antara pihak yang membutuhkaa dangan pihak yang
memiliki dana. Dana atau modal inilah yang digumaikatuk menggiatkan sektor
riill atau ekonomi rakyat. Lembaga ekonomi yang dagigadikan alat untuk
menjembatani kebutuhan modal bagi rakyat yang imgamgembangkan sektor
riil yakni melaui lembaga keuangan mikro, yaitu &ogsi syariah ataBaitul Mal
wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwilsebagai lembaga yang berbasis
kerakyatan mewujudkan keadilan sosial melalui sidv@gi hasilnya. Prinsip bagi
hasil inilah yang menjadi pembeda jelas antara BMii koperasi konvensional.
Keadilan ekonomi dan sosial yang akan terwujud deraglanya pembagian hasil
ini. BMT akan turut menanggung hasil untung maupugi terhadap usaha yang
dibiayainya. (Muhammad Ridwan, 2006:42)

Baitul Maal Wat Tamwihadir sebagai patner masyarakat salah satu peran

tersebut diakomodir oleBaitul Maal Wat TamwiAl-Ummah yang beralamatkan



di Jalan Raya Pekayon 12 Kelurahan Kranggan Kee@amRtajuritkulon Kota
Mojokerto, berdiri sejak tahun 2004 dan mendapatktaius sebagai Badan
Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 2004, dengammdio 001/BMT
AU/Pengurus/VII/2004. Pendiri BMT Al-Ummah terdidari 5 (lima) orang
dengan menunjuk 3 (tiga) pengurus pada saat itwéemn disusul tambahan
pengelola saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang dengenbahan kantor cabang di
Jalan Gajah Mada Kelurahan Wates Kecamatan Mag#&ista Mojokerto.

Baitul Maal Wat TamwilAl-Ummah Mojokerto menawarkan beberapa
produk baik berupa simpanan maupun pembiayaantseper

1. Simpanan atau tabungan anggota, dengan prinsiphaagi Jenis simpanan
tersebut seperti : simpanaWudharabaly simpanan berjangka (deposito
muamalahmizar), simpanan pendidikan, Umroh atau Haji, ldul Qurba
AgigahdanWalimah

2. Pembiayaan produktif seperti : pembiayadtusyarakah (bagi hasil
bersyarikat), Murabahah (pemilikan barang secara jatuh tempdgrah
(sewa):

3. Baitul Maal yakni menerima pengelolaan zakat, infaq, shadagblah dan
wakaf. (wawancara dengan Bapak Suratno PenguruarHgaitul Maal Wat
Tamwil Al-Ummah Mojokerto)

Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkanBégtial Maal Wat Tamwil
Al-Ummah Mojokerto adalah pembiayaanusyarakahyakni akad kerjasama
antara BMT dengan pihak lain dalam suatu usahenteridimana masing-masing
pihak menyertakan modal atau amal dengan kesepakatava keuntungan dan
kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengapdkedan keduanya, melalui

akad ini kedua belah pihak sepakat membagihasiieamtungan dan kerugian

berdasarkamisbah Nisbahadalah bagian dari pendapatan atau keuntungan yang

dibagikan antarghahibul maallembaga keuangan) dengaudharib(nasabah).
(Muhammad Ridwan, 2006 : 43)

Melalui sistem bagi hasilny@Al-Musyarakah)masyarakat sekitar BMT Al-
Ummah Mojokerto mempunyai kesempatan yang luaskumangembangkan
usahanya. Berkembangnya usaha baru akan membukia belmyak lagi

kesempatan untuk meningkatkan produksi dan pertharbekonomi. Penerapan



sistem musyarakahdapat berpeluang memberdayakan ekonomi yang mantin
dapat melibatkan diri serta lebih produktif dalaranangunan masyarakat
sekitarnya. Pengajuan pembiayaansyarakahyang ditawarkan oleh BMT Al-
Ummah Mojokerto tidak serumit pengajuan pembiay@didoank setiap pemohon
harus memenuhi persyaratan seperti harus menjagijotan terlebih dahulu
dengan memenuhi persyaratan administrasi yang sddetapkan oleh pihak
BMT Al-Ummah. Prosedur persyaratan dalam pengajua@rmohonan
pembiayaanmusyarakah pemohon diminta mengisi data lengkap pddanm
pengajuan yang sudah disediakan oleh pihak BMT #ktah dengan
persetujuan pihak pemohon, disusul persetujuan gihek BMT Al-Ummabh.
Pihak pemohon diminta untuk melampirkan data-dategydiminta sebagai arsip
BMT Al-Ummah. Pihak BMT yang telah menerima datesébut sebelumnya
pihak BMT telah mengenal baik sipemohon, seteldbrgle persyaratan yang
diminta terpenuhi tinggal sipemohon menunggu peanaiana setelah mendapat
pemberitahuan dari pihak BMT  Al-Ummah. Langkah BMAI-Ummah
berikutnya adalah melakukan analisa lebih lanjutaliaa tersebut meliputi
character, capital, capasity, colateral dan condliti of economichal ini
dilakukan untuk meninimalisir resiko yang dialanMB kemudian hari.
Keberadaan BMT saat ini dari sisi legalitasnya tikngada sistem lembaga
keuangan nasional dalam naungan payung hukum Ilpd@nvensional
termasuk BMT Al-Ummah Mojokerto, baik koperasi sersaha (KSU) maupun
simpan pinjam syari’ah (KSPS). Hal ini tentunyaabdpat pada operasionalisasi
BMT itu sendiri yang berdasarkan Undang-undang Na2sorahun 1992 tentang
Koperasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa antaraekokoperasi yang berbasis
syari'ah berbeda dengan konsep koperasi konversidedatar belakang hal ini
penulis perlu membahas perbedaan konsep yang ifejadaimana dengan
prinsip syariah yang sedang berjalan dengan kobéigpayung hukum Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992, serta mencoba membep&mahaman kepada
pembaca akan konsep pemaknaan Islam secara |luas sgari’at. Berdasarkan
uraian tersebut di atas, sebagai salah satu upatyk unengenal lebih lanjut

tentang BMT serta peran sertanya kepada perekonamiat menjadikan penulis



tertarik untuk mengangkatnya kedalam bentuk kahyaah berbentuk skripsi
yang berjudul :

“ PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL
WAT TAMWIL AL-UMMAH MOJOKERTO “

1.2 Rumusan Masalah
Baitul Mal Wat Tamwikebagai lembaga keuangaom bank berbasis syari'ah
memberi peran dalam kegiatan perekonomian bangsadisi bangsa Indonesia
yang mayoritas muslim tidak menutup kemungkinan BMHpat berkembang
pesat serta melakukan pengembangan usaha yang rateriggpada penguatan
ekonomi yang berbasis Islam.
Berangkat dari latar belakang yang telah diuraiki@nsebut, penulis
mengangkatnya dalam permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaansyarakahpada Baitul Maal Wat
Tamwil Al-FUmmah Mojokerto ?
2. Bagaimana upaya hukum serta cara penyelesaiartigijali permasalahan
dalam pelaksanaan pembiayaanusyarakah pada BMT Al-Ummah

Mojokerto?

1.3Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagaygratan yang
telah ditentukan untuk meraih gelar Sarjana.

2. Sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yaigdipl@roleh
selama kuliah serta menambah wacana keilmuan déddantuk
praktik.

3. Sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan ymatmasiswa
Fakultas Hukum serta Aimamater.

1.3.2 Tujuan Khusus
1. Melakukan kajian dan analisa pelaksanaan pembiagasyarakah

padaBaitul Maal Wat TamwiAl-Ummah Mojokerto.



2. Melakukan kajian dan analisa akibat hukum serta @eEmyelesaian

jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perwdugyusyarakah

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metoeétode tertentu
dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat elaidkesempurnaan untuk
suatu karya yang bersifat ilmiah dan juga bermaksadhberikan pengertian yang
jelas dan sistematik dari uraian skripsi ini. Adapmetode penulisan yang
dipergunakan adalah sebagai berikut :
1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah menggunakan pendekatan unddageunétatute
approach) yaknidengan mempelajari konsistensi dan kesesuaianaastatu
undang-undang dengan undang-undang lainnya atawaambhdang-undang dan
undang-undang dasar atau antara regulasi dan wuaaagg dalam hal ini yang
berkaitan langsung dengan judul yang diangkat (Réamud, 2005: 93) dengan
harapan dapat menghasilkan pendapat ilmiah untukjawvab persoalan yang
diangkat
1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah subyek untuk mengetaruinthna bahan
hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecap&anasalahan yang ada
di dalam penulisan, sumber bahan hukum yang digamakialah bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder serta bat@mhukum, berikut penjelasannya :
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukuny yzersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahaAokum primer yang
dipergunakan terkait dengan tema yang diangkatahdékerupa perundang-
undangan, Peraturan Mentri, Keputusan Menteri, atBeaan Bank Indonesia,
catatan-catatan resmi, serta syari'ah Islam beAlauran dan Al-Hadits. (Peter
Mahmud Marzuki, 2005:141) Berikut bahan hukum priny@ang berkaitan,
Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbaskbagaimana diubah
dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentathgi&an, Undang-undang
nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Koperasagaimana diubah dengan



Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Peroaerd&eraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan KegiatamaUS&mpan Pinjam,
Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil M@anengah Rl nomor
10/Per/M.KUKM/V1/2006 tentang Petunjuk Teknis Pragr Pembiayaan
Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Polaa8yah, Keputusan
Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengath ®omor
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Pedakaan Kegiatan usaha
Koperasi jasa keuangan Syari'ah, Peraturan Bandnksla nomor 5/9/PBI/2003
tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktifi Bamk Syari'ah, Fatwa
Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tenyy pembiayaan
musyarakalserta syari’ah Islam berupa Al-Quran dan Al-Hadits

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder bermanfaat untuk mémbesemacam
“petunjuk” kearah mana peneliti akan melangkah,gybarupa semua publikasi
tentang hukum yang meliputi buku teks, kamus hukymal hukum dan
komentar atas putusan pengadilan, dalam hal inukayang dipakai ensiklopedi
ekonomi dan perbankan syari'ah serta buku-buku tellsum yang relevan
dengan tema yang diangkat (Peter Mahmud MarzuKki52055)
1.4.2.3 BaharNon Hukum

Bahan-bahamon hukum digunakan sebagai penunjang bahan hukuneprim
dan bahan hukum sekunder, serta untuk memberikajelpsan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Salah sdtanbbahamon hukum
adalah wawancara. Hasil wawancara dengan pejabay ysaling punya
kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum prianen& hasil wawancara
itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi wawangaersebut dapat dimasukan
sebagai bahanon hukum seperti hasil wawancara dengan pihak tededgm hal
ini Bapak Suratno Pengurus Harian dan Ahmad RiStah Marketing BMT Al-
Ummah Mojokerto, dengan mengajukan pertanyaan aeput hukum dan dibuat
secara tertulis serta hasil seminar yang secarstasaud mengangkat isu hukum.
(Peter Mahmud Marzuki, 2005:165-166)



1.4.3 Analisa Bahan Hukum

Penulis sebelum melakukan analisis terhadap babkuanh yang diperoleh
harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikéskta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mep&bn isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) Mengumpulkan bahan hukumse&itarnya dipandang
mempunyai relevasi juga bahan non hukum; (3) Médakuelaah atas isu hukum
yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang tel&ndpulkan; (4) Menarik
kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum; (5)
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yalan dibangun di dalam
kesimpulan.

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudigarikdisecara
sistematis dan terarah, untuk kemudian dilakukaaligia dengan memberikan
preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupkamsiak dari penelitian
hukum karena hal tersebut penelitian dilakukan. lisaabersifat preskriptif
artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang nedaggri tujuan hukum,
nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, kopdensep hukum dan norma-
norma hukum. Pemberian preskripsi bukan merupakaatus yang telah
ditetapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itykaig dihasilkan oleh
penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yamng &tau teori baru. Paling
tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi litulah diberikan preskripsi
sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan sesamasi atau angan-angan
kosong. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:92)

Secara keseluruhan bahan hukum yang telah dipeobd¢hpenulis tersebut
kemudian dilakukan pengkajian secara mendalam detegaik analisa deskriptif
kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk merofsr gambaran dari suatu
permasalahan didasarkan atas peraturan perunddaggan yang berlaku dan
berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahask welanjutnya ditarik
kesimpulan dengan cara deduktif yaitu berangkathddshal yang sifatnya umum

menjadi hal-hal yang bersifat lebih khusus.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1Sejarah Lembaga Perekonomian

Lembaga perekonomian umat sebenarnya telah muredé pnasa nabi
Muhammad SAW masih hidup, yakni berbentBlayt al-Mal. Bayt al-Mal
merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagajupgpul dan pendaya
guna harta yang bersumber dari umat Islam, sepakit, infak dan sadhagah,
bahkan, pada perkembangan berikutnpayt al-mal menjadi kas atau
perbendaharaan negara.

Sebagaimana dikemukakan Esposito sesuai dengasirfiyagBayt al-Mal
dibagi menjadi dua yakrBayt al-Mal al-khashsidan Bayt al-Mal al-muslim.
Bayt al-Mal al-khashslberartibayt al-malberfungsi sebagai kas perbendaharaan
negara atau pengeluaran uang dari publik untukabmybadi kepada negara,
sedangkan dalam fungsi kedua dana bdyt al-mal didayagunakan untuk
kepentingan umat, seperti pembangunan dan penedindasilitas umum. (John
L. Esposito, dalam Djazuli dan Janwari, 2002:10)

Sumber dana yang dihimpun loiayt al-maldapat berupa harta zakagzyah
(harta yang dibagikan untuk kemaslahatan unkligraj (harta tanah rampasan),
fay’'(harta pemberian), hartghanimah harta hasil tambang, penemuan harta
karun (kanz) harta emas dan perdgkikaz), barang temuan yang tidak ada
pemiliknya (lu-gathah) harta wakaf. Semua sumber itu mabalyt al-malyang
kemudian dikelola secara amanah (kejujuran) dafegienalisme. Sedangkan
pendistribusiannya dialokasikan sesuai dengan keterketentuan yang ada
dalam Al-Qur'an. Bayt al-mal pada masa nabi Muhammad SAW dapat
diidentifikasikan sebagai bank sentral pada masalenmo sekarang. la bisa
bertindak sebagai penyandang dana negara dan jegzbenikan pembiayaan
(modal) kepada publik. Dalam hal pemberian modalakla publik,bayt al-mal
tidak menerapkan prinsip riba seperti yang berkemldi masyarakat jahiliyah
tetapi menggunakan prinsip-prinsip yang dibenartkei syari'at Islam seperti

mudharabahdan musyarakahBayt al-malyang tumbuh dan berkembang pada



masa nabi Muhammad SAW itu kemudian dikembangkiaih lanjut pada masa
Khulafa’ al-Rasyidin. (Djazuli dan Janwari, 2002:18)

Perkembangan yang lebih signifikan mulai munculapaértengahan abad ke-
20, gerakan pertama yang dilakukan adalah mengdéwmnkdoktrin ekonomi
Islam. Orang pertama yang menggagas ekonomi Istaara normatif dan teoritis
adalah Sayyid Abu al-A’la Maududi (1903-1979). Pkinan ekonomi Islam
menurut Maududi kemudian dikembangkan lebih laojeh Muhammad Bagir
al-Shadr (1931-1980) dan Mahmud Thaligani (19119)9Ketiga tokoh di atas
cenderung normatif yang terlepas dari ekonomi yalmodifikasi dengan
ekonomi modern mulai muncul pada pertengahan 186@ada fase ini muncul
ekonom muslim Muhammad Nejatullah Siddigi, Muhammdatiul Manan dan
Muhammad Umer Chapra. Pemikir ketiga ekonom itu gremtifikasi dan
mempromosikan norma-norma prilaku untuk memandumkaouslimin dalam
aktivitas ekonominya.

Selaras dengan munculnya pemikir tentang ekonomata$é muncul pula
upaya-upaya merealisasikan ekonomi Islam dalamatataraktek dalam bentuk
kelembagaan. Lembaga ekonomi Syari’ah yang pertirmdis oleh umat Islam
adalah lembaga perbankan, OKI (Organisasi Konferkstsm) sebagai motor
penggerak bagi perealisasian lembaga ekonomi Sgarimmembentuk Islamic
Development Bank (IDB) pada tahun 1974. Kemudiauglil dengan berdirinya
bank-bank Islam dibeberapa negara, sedangkan dnésia sendiri, bank Islam
baru berdiri pada tahun 1992 dengan nama Bank Maarraonesia (BMI).
Kemudian setelah itu bermunculan pula lembaga-lgamhzerbankan lain yang
menggunakan prinsip Syari’ah. Lembaga perbankarg ydidirikan itu baik
berupalslamic Commercial Banksseperti PT Bank Syari'ah Mandiri maupun
dalam bentuk Islamic Banking Unit, seperti PT Baldbar Unit Syari'ah, PT
Bank IFI Unit Syari’ah, PT Bank Bukopin Unit Syafi dan Unit Usaha Syari'ah
Bank Danamon. Pembentukkan lembaga perekonomiag lyardasar Syari'ah
ini terus berlanjut hingga pada dekade tahun 7@Haeberapa negara Islam atau
di negara-negara yang mayoritas penduduknya muksémmunculan asuransi
yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-lslam. Indonesia sendiri

Asuransi Takaful baru muncul pada Tahun 1994 getengan diresmikannya PT



Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takéfolum pada Tahun 1995.
Saat ini telah bermunculan pula lembaga-lembagekpabmian yang berdasar
pada Syari'ah selain bank dan asuransi Islam. donesia dapat ditemukan
beberapa lembaga perekonomian Syariah tersebudjnyes Badan Amil Zakat

(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Simpan Rm Syari'ah (USPS),

Pusat Inkubasi dan Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUKpperasi Pondok

Pesantren (KopotrenBaitul Mal wa Tamwil(BMT), dan Reksa Dana Syari’ah.
(Djazuli dan Janwari, 2002:14-15)

2.2Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwiluntuk selanjutnya disebut BMT atau dapat juga
ditulis dengarBaitul Maal wa baitul tamwil Secara harfiah atau lugho®aitul
Maal berarti rumah dana ddoaitul tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian
tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampaly yembeda pulaBaitul
Maal dengan konsekuensinya merupakan lembaga sosigl hb@mlampak pada
tidak adanya profit atau keuntungan duniawi ataterra didalamnya, sedangkan
baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harug tapalan
sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisienufdmmad Ridwan, 2006:1)

Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) adalah usaha mandiri terpadu yang isinya
berintikan bayt al-mal wa al-tamwildengan kegiatan mengembangkan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkaalitas kegiatan ekonomi
pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiahenabung dan
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selan, Baitul Maal Wat
Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan shgdhamenyalurkan
sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Pusaibil®isnis Usaha Kecil tt:1)

Baitul Maal Wat Tamwikdalah lembaga ekonomi atau keuangan syanih
perbankan yang sifatnya informal. Disebut inforikalena lembaga ini didirikan
oleh sekelompok masyarakat dengan dana secarayawvgdag berbeda dengan
lembaga keuangan perbankan dan lembaga formay&inn

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatugpdian yang menyeluruh
bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juggdran sosial. Sebagai

lembaga sosialBaitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan



Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik pemerintah oleh kaesmyaBaitul Maal ini
harus didorong untuk mampu berperan secara profdsimenjadi LAZ yang
mapan, melalui upaya pengumpulan dana zakat, irdhggdagah, wakaf dan
sumber dana-dana sosial yang lain, serta upaysyarufan(penyaluran) zakat
kepada golongan yang paling berhak sesuai dengantkanasnabiah(golongan
yang berhak menerima zakat).

Baitul Maal Wat Tamwiladalah sebutan dari Balai usaha Mandiri Terpadu,
sebuah lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memadidegmatan ekonomi dan
sosial masyarakat setempat. Kegiatan BMT adalalgembangkan usaha-usaha
produktif dengan mendorong kegiatan menabung dambaetu pembiayaan
kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakatuiggknya. BMT juga
berfungsi sosial dengan menggalang titipan danalssgperti zakat, infaq, dan
sadhagah dan mendistribusikannya dengan prinsipbgel@myaan masyarakat
sesuai dengan peraturan dan amanahBgatul Maal Wat Tamwilberbeda
dengan koperasi konvensional, BMT berciri khas hentasi bisnis, mencari laba
bersama, meningkatkan ekonomi paling bawah untgigata dan lingkungannya.
Sebagai lembaga sosial BMT memanfaatkan pengguher@a sumbangan sosial
seperti zakat, infag dan shadhagah bagi kesejainteoaiang banyak secara
berkelanjutanBaitul Maal Wat Tamwiltumbuh dari bawah berdasarkan peran
partisipasi dari masyarakat sekitar, milik bersamasyarakat setempat dari
lingkungan BMT sendiri, bukan milik orang lain datuar masyarakat.
Mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggmtsecara berkala yang
dapat dilaksanakan di balai desa, kantor BMT, ruraaggota, bahkan masjid
dalam suasana pengajian, biasa diisi dengan memsdgala permasalahan
nasabah disamping pendampingan mental spirituatai®a bagaimana motif
berusaha.

Manajemen BMT adalah profesional dengan Manajgodyetidikan minimal
D3 yang dilatin pertama kali selama 2 minggu oldhNBRUK. Administrasi
pembukuan dan prosedur ditata dengan sistim maeajdmauangan rapi dan
ilmiah, serta aktif menjemput bola beranjangsana lgerprakarsaBaitul Maal
Wat Tamwildidirikan dengan modal sebesar 50 juta rupiah lataibh. Namun jika

terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal avegladdimulai dengan modal



20 juta rupiah. Modal awal BMT ini berasal dari bedpa tokoh masyarakat
setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT sheerdiri antar 20 sampai
44 orang yang mereka secara riil mengeluarkan samganan pokok khusus
yang besarnya tidak mesti sama antar per orangtgabatasan jumlah tersebut
diperlukan agar memudahkan dalam mengambil keputuBaitul Maal Wat
Tamwil dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Meayat dengan
atau Koperasi Jasa Keuangan SyarBditul Maal Wat Tamwilyang didirikan
dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) lisgaaya dengan
sertifikat kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubassiis Usaha Kecil) sedangkan
untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) legalita dari Dinas Koperasi
dan Notaris setempat. Tahapan pendirian BMT pertaemarakarsa membentuk
panitia penyiapan BMT di loksi komunitas tertengperti Desa, Kelurahan, Pasar
Kawasan Transmigrasi, Pesisir, Likungan Perusahdem Pesantren. Kedua
Panitia penyiapan BMT mencari modal awal atau mpeahngsang sebesar Rp
50 juta atau minimal Rp 20 juta untuk segera memlalagkah operasional.
Modal ini dapat berasal dari perorangan, lembaggasan, Badan Amil Zakat
Infaq Sedekah (BAZIS) dan Pemerintah Daerah (Penka@mpat pemodal telah
ada, maka berikutnya dapat dipilih calon pengurasgyramping 3 sampai 5
orang yang akan mewakili pendiri dalam mengaratdamjakkan BMT. Kelima
melakukan perekrutan calon pengelola dan mengikupl@datihan serta magang
dengan menghubungi PINBUK. Keenam melaksanakanapars sarana kantor
dan perangkat administrasi at@um-formyang diperlukan. Ketujuh menjalankan
operasional bisnis BMT. (Buku Panduan Kongres Nadihembaga Keuangan
Mikro SyariahBaitul Maal Wat Tamwjl2005:20-22)

2.3 Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Islam Wbknga hal bermuamalah,
diatur berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yacentem dalam Al-Quran dan
Al-Hadits dengan perincian sebagai berikut
a. Mengutamakan perdagangan dan jual beli

Sumber-sumber :



1. Surah Al-Bagarah (2): 275 menyatakafPadahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. Hadits riwayat Tirmidzi dan Hakim menyataké&ldedagang yang jujur
dan terpercaya akan bersama-sama para nabi, oralagg yang
terpercaya (benar) dan para syuhada.”

b. Keadilan

Sumber-sumber :

1. Al-Quran Surah Al-Huud (11): 85 menyatakan Dan Sijuberkata “Hai
kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengandad janganlah
kamu merugikan manusia dengan hak-hak mereka dagapah kamu
membuat kejahatan di muka bumi dengan membuasddean.”

c. Kebersamaan dan Tolong Menolong

Sumber-sumber :

1. Al-Quran Surah Al-Maidah (8): 2 menyatakaban tolong menolonglah
kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan a@angplong
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

2. Hadits riwayat Bukhari menyatak&@rang Islam adalah saudara orang
Islam lainnya, tidak patut ia menganiaya dan menghya. Barang siapa
menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa oloeg
kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan suatws#bkan dan
seorang muslim, Allah akan membukakan satu danskbam-kesusahan
kelak di kiamat."

d. Saling Mendorong Untuk Meningkatkan Prestasi

Sumber-sumber :

1. Al-Quran Surah An-Najm (53): 39 menyatak@&an bahwasanya seorang
manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yetahtdiusahakannya.”

2. Hadits riwayat Thabrani menyatakafiSesungguhnya Allah telah
mewajibkan kalian berusaha, maka hendaklah kalenugaha.”

2.4PembiayaanMusyarakah
Penyaluran dana dalam istilah perekonomian diskefedtit atau pembiayaan,

sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjamambiByaan merupakan



kegiatan BMT yang penting dalam menunjang kelanganrBMT, karena dari
kegiatan pembiayaan inilah BMT mendapatkan bagi gasg nantinya dipakai
dalam pemenuhan biaya operasional BMT.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentangbdP&an atas
perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Pasakh@atutkan :

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah adalahyqukaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkasetpgian atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang jb&aa pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihanebers setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Us#le&il Dan

Menengah RI No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pgtun Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'all Payat 8 menyebutkan :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana umiektasi atau kerjasama
permodalan antara koperasi dengan anggota, catygot koperasi lain dan
atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaamtuk melunasi
pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak kopeemssiai akad disertali
dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari permapatau laba dari
kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana peadnagrsebut.”

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2068tang Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari’ah yedotkan : “Pembiayaan
adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasstadiudharabahdan/atau

Musyarakahdan/atau pembiayaan lain berdasarkan prinsipHzesii.”

Pengertian pembiayaan dalam BMT belum ada yang Iaya sebagai
patokan bahwa pengertian pembiayaan adalah peayedeng atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan peraetajau kesepakatan pinjam
meminjam atau jual beli antara BMT dengan pihak kng mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangkatwédetentu yang dapat
disertai dengan pembagian hasil keuntungerk up infaq atau imbalan yang
dapat dipersamakan dengan itu. (Kementrian Kopetasi Usaha Kecil dan
Menengah Modul Diklat BMT, 2006:67)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2088tang Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari’ah yedutkan :

“Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/maaduk
mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usatentderdengan



pembagian keuntungan di antara pemilik dana/maogladsarkamisbahyang
telah disepakati sebelumnya. “
Musyarakahadalah suatu perkongsian antara dua belah pibaketiih dalam

suatu perusahaan atau proyek dimana masing-ma#iag perhak atas segala
keuntungan dan bertanggung jawab atas segala &eruging terjadi sesuai
dengan penyertaan masing-masing. (Kementrian Kepdem Usaha Kecil dan
Menengah Modul Diklat BMT, 2006:69)

Musyarakahadalah akad kerja sama antara BMT dengan pihakdalam
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihakyertakan modal dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akamgguag bersama sesuai
dengan kesepakatan keduanya. (Muhammad Ridwan;4X)06

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Ugatd Dan Menengah
RI No. 10/Per/M.KUKM/VI1/2006 tentang Petunjuk Te&ritrogram Pembiayaan
Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola gh Pasal 1 angka 9
menyebutkan :

“Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama permodalan usaha antara
koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihakaebamilik modal pada
usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan nigakusaha bersama
dalam suatu kemitraan, dengan porsi pembagian $emili kesepakatan para
pihak (nisbah) sedang kerugian ditanggung seca@opsional sesuai dengan
jumlah pemasukkan modal para pihak dalam kerjasarsabut.”
Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usawl Dan
Menengah RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang PgtiknPelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’alh Pasgka 10 menyebutkan:

“PembiayaanMusyarakahadalah akad kerjasama permodalan usaha antara
koperasi dengan satu pihak atau bebrapa pihak @epamilik modal pada
usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan meakusaha bersama
dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian $esilai kesepakatan
para pihak sedang kerugian ditanggung secara @iopal sesuai dengan
kontribusi modal.”

Dasar Hukum Pembiayadviusyarakahdiatur dalam Al-Quran, Hadits dan

Konsensugljma’) para ulama, disebutkan sebagai berikut :

1. Al-Quran Surah An-Nisaa’ ayat 12 menyebutkan :
“... Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorgngaka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu ..."

2. Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairam débu Daud bahwa

Rasulullah bersabda :



“Allah SWT berfirman bahwa saya menyertai dua pilyakg sedang tidak
menghianati yang lain, seandainya berkhianat maleyas keluar dari
pernyataan tersebut”

3. Hadist riwayat Abu Daud, Baihaqgi dan Al Hakam

“Rakhmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yangasgd melakukan

perjanjian selama mereka tidak melakukan pengh@amatmanakala

berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan kebexkpbn akan sirna dari-

Nya.*

Syirkahataumusyarakalberarti akad kerja sama antara dua pihak atat lebi
untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak begrkontribusi dana atau
amal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keumtuagan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan. (Syafi'i Antdalam Muhammad Ridwan
2005:93)

Jenis-jenisAl Musyarakah

Secara garis besktusyarakahdibedakan atas :

1. Syirkah amlakkepemilikan)
2. Syirkah uqudkerjasama/akad)

Syirkah Amlak terjadi karena kepemilikan bersama tanpa adakgd, daik
yang bersifajabr ataupunkhtar.
a. Amlak Jabr

Adalah timbul karena kepemilikan bersama sejak ngsal Seperti barang

warisan, barang ini dimiliki tanpa adanya usahalkimendapatkannya.
b. Amlak Ikhtar

Adalah suatu kepemilikan bersama yang timbul karadanya usaha yang

dijalankan bersama untuk memperolehnya, misalngaocdang yang bersama-

sama membeli tanah.

PengertianSyirkah Amlakdiatas lebih banyak berhubungan dengan hukum
waris, untuk kepentingan penyelenggaraan perekammkadSyirkah Uqudah
yang lebih banyak digunakaByirkah Uquddibagi menjadi :

a. Inan
Syirkah Inanadalah akad yang terjadi antara dua orang at#éu I8btiap pihak

memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dgratisipasi dalam kerja.



Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugibagaimana baik dalam
dana maupun kerja atau bagi hasil. Ditinjau danaki®r dan ketentuan
pelaksanaan yang mempunyai ruang lingkup dan syaraf fleksibel Syirkah
Inan merupakan bentuk kerjasama bisnis yang banyakagkan. Beberapa
bentuk usaha yang menggunakan kor&gkah Inanadalah :
1. Perseroan Terbatéisimited Companylaik dalam bentuk usaha bank,
koperasi dan leasing
Usaha patungafdoint Ventura)
Penyertaan modal atau sah@dquity Participation)
Pembiayaan proyek khus(8pecial Investment)apat dilakukan antara
lembaga keuangan dengan nasabah.
b. Mufawadah
Syirkah Mufawadahadalah akad yang terjadi antara dua orang atab leb
setiap pihak memberikan suatu porsi dari keselurulzaa dan berpartisipasi
dalam kerja. Kedua pihak membagi keuntungan daogksm secara sama.
Syirkah Mufawadahmempunyai persyaratan yang lebih ketat dibandimgka
dengan Syirkah Inan sehingga penerapannya dalam usaha mengharuskan
pihak yang menyertakan modal aktif langsung dalaemgplolaan dan
penyertaan dalam perbandingan yang sama.
c. Wujuh
Syirkah wujuhberbeda dengan syirkah yang lain karena pada [8lgakah
Wujuhpihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama tiglibatkan unsur
modal dalam bentuk dana hanya mengandalkajuh (wibawa dan nama
baik) besarnya keuntungan dan penanggungan kerudiakukan secara
negosiasi diantara para anggota yang melakukampdestan.
d. Abdan
Syirkah AbdaratauSyirkah A’'maladalah akad yang terjadi antara dua orang
yang sepakat untuk menerima pekerjaan secara beersdan berbagi
keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya dua oraaugy jprofesi atau keahlian
yang sama sepakat untuk bekerjasama dan membagiukgan yang ada
dari pekerjaan dengan dasar kesepakatan berSymeah AbdaratauSyirkah

A’'mal adalah bentuk kerjasama antar dua orang atau Yeloip mempunyai



jenis usaha yang sama atau saling berkaitan unermkernma pesanan dari
pihak ketiga. Keuntungan dari pekerjaan pesanaelet dibagi berdasarkan
negosiasi, contoh bentuk kerjasama usaha sepeeerépa penjahit
bergabung untuk usaha bersama membuka toko jaly#iziy menerima
pesanan jahitan dan mengerjakan pesanan secaaabesama.

RukunMusyarakah

1. Para pihak

Porsi kerjasama

Proyek/Usahd&masyru’)

ljab gabul(sighat)

a kb 0N

Bagi hasi(Nisbah). (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Modul Diklat BMT, 2006: 70-73)

Berikut penjelasannya berdasarkan Fatwa Dewan 'Syaflasional No:

08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiaya®usyarakah Beberapa ketentuan :

1. Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum, yak@ng yang
tindakannya dipandang sah, secara Hukum Islam ikdel@nganmukallaf
(orang yang berakal sempurna dan sudmdligh) hal-hal yang perlu
diperhatikan :

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuagseamakilan.

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaansdtiap mitra
melaksanakan kerja sebagai wakil.

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aseisyarakahdalam proses
bisnis normal.

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yamguatuk mengelola
aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewgenantuk
melakukan aktifitasmusyarakah dengan memperhatikan kepentingan
mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalabag gisengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan ataenginvestasikan
dana untuk kepentingannya sendiri.

2. Obyek akad,

a. Porsi kerjasama, Partisipasi para mitra dalam pekemerupakan dasar

pelaksanaanmusyarakahakan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah



merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksarkdgan lebih banyak
dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh ménubagian keuntungan
tambahan bagi dirinya.

b. Proyek atau usaham@syru) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam
musyarakahatas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedwahuk
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijataslalam kontrak.

3. Pernyataan ijab dan qgabudigha) harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kofgkad), dengan
memperhatikan hal-hal berikut :

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisitnjokkan tujuan
kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saatakontr

c. Akad dituangkan secara tertulis melalui koresposdeatau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Keutungan, bagi hagiNisbah)

a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untaknghindarkan
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keumt@tga penghentian
musyarakah

b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secaraopsmmal atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang dikemt di awal yang
ditetapkan bagi seorang mitra

c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keumtumgelebihi jumlah
tertentu, kelebihan atau presentase itu diberilega#tanya.

d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang deatgandalam akad.

berdasarkan uraian diatas untuk mempermudah penaahdapat dilihat dalam

skema berikut ini :



Mudharib (anggota)

BMT (Rabbul Maa)

Keuntungan

A

4

— | Bagi Hasil Sesualisbah | +—

Sumber : Muhammad Ridwan (2006: 46)




BAB 3
PEMBAHASAN

3.1Pelaksanaan PembiayaaMusyarakahpadaBaitul Maal Wat Tamwil Al-

Ummah Mojokerto

Nama Baitul maal wat Tamwilmengingatkan akan prinsip syariah, seperti
yang dijumpai di Mojokerto, dalam prakteknya sefi BMT Al Ummah
Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip syariah temeyang dipadukan dengan
aturan-aturan pada koperasi secara umum dengagegaeigp pada Undang-undang
Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Koperasiayal Ummah adalah salah
satu koperasi yang telah berdiri selama 3 tahun042m07) dan telah
mengaplikasikan kaidah-kaidah Hukum Islam yang nddai pelaksanaan
pembiayaan pada koperasi tersebut. Satu hal yangrikeuntuk diketahui lebih
jauh lagi mengenai bagaimana pelaksanaan pembigygaandilaksanakan BMT

Al-Ummah khususnya pembiayaarmusyarakah

3.1.1 Kaidah Keorganisasian

BMT Al-Ummah, seperti halnya koperasi pada umumjuga mempunyai
susunan keorganisasian sebagai tata kehidupandsoyang terdiri atas beberapa
bidang. Struktur keorganisasian merupakan suata pwoituk melaksanakan
kegiatan organisasi. Melalui struktur organisadivéks organisasi akan dapat
dilaksanakan dengan baik. Dengan stuktur organdagsat terlihat sejauh mana
batas wewenang dan tanggung jawab masing-masin@rbaghingga dapat
dihindari adanya tumpang tindihnya pekerjaan.

Menurut The Liang Gie, Ph.D dalam Syarifa Aulia@®5) yang dimaksud
dengan stuktur organisasi adalah :

“Suatu kerangka yang mewujudkan pola dari huburigdnungan diantara
bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang mehkkaju kedudukan,
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalatu siséem kerjasama
disebut tataraga organisgsrganization stucturé)

Berdasarkan Modul Diklat Koperasi Jasa Keuangami'@8gaBMT Al Ummah

Mojokerto, hubungan tugas, wewenang dan tanggumghalari masing-masing
bagian dalam stuktur organisasi BMT Al-Ummah Mojd&enenerapkan struktur

organisasi bentuk hierarki karena wewenang pimpiaagsung pada unit-unit



satuan pekerjaan. Pengelola bertanggung jawab &epadager. Adapun bagan

struktur organisasi BMT Al-Ummah Mojokerto adalabagai berikut :

Rapat Anggota
Tahunan

|

Badan Pengawas Pengurus Badan Pengawasg

Manajemen l Syari'ah

Manajer/Direktur

/R,

Staf Pembiayaan Marketing(Staf
Pemasaran) Teller (Kasir)

Sumber : BMT Al-Ummah Mojokerto

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan, untuk selanjutnya disebdt Rérupakan kekuasaan
tertinggi. Rapat anggota merupakan sarana atalarbediemunya seluruh stuktur
organisasi dari mulai anggota sampai karyawan BREApat anggota merupakan
perwujudan organisasi yang berciri khas dari, alleim untuk anggota. Rapat
Anggota dilaksanakan paling sedikit satu tahuniselea didalam rapat anggota,
para anggota memilih badan pengawas, pengurusa seanajer. (Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiagjakan rapat anggota
menetapkan beberapa hal berikut :

a. Anggaran Dasar

b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dahaikoperasi

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurupetayawas

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan darablktgperasi serta

pengesahan laporan keuangan



e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalansgeda tugasnya

f. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembulmraraki

Keanggotaan BMT Al-Ummah adalah pemilik sekaligaagguna jasa sesuai
dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tdl98P tentang
Perkoperasian dan berdasarkan Pasal 18 ayat 1 mgkge bahwa mereka yang
dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap waeggmra Indonesia yang
mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yaamenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar daai sksngan pernyataan
dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MWEO000. Mereka yang
berhak menjadi anggota BMT Al Ummah sesuai dengamjdkan manjemen
adalah mereka yang khusus berdomisili di wilayatppkBMT itu sendiri. Dalam
istilah syari’ah biasa disebwtmil yang merupakan istilah lain damudharib
istilah ini berlaku dikalangan mazhab syafi'i secharfiah berarti pengelola dana
(modal), untuk selanjutnya disebatudharib

Pada BMT Al Ummah Mojokerto anggoten@dharij sebagian besar adalah
pedagang yang berdagang di Pasar Tanjung Mojokigieoeka yang membuka
usaha memilih BMT Al Ummah sebagai mitra karena ka@aman dalam
mendapat modal usaha. Hasil wawancara dengamstiddeting Ahmad Ristian
D, S.E pada tahun 2007 jumlah anggota BMT sudafcapai 2000 orang per-
Juli 2007 dan diprediksi akan terus mengalami pgatan. Ini semua tidak lepas
dari peran seluruh komponen BMT.
b. Pengurus

Kedudukan pengurus sejajar dengan dewan pengaveasaBydan badan
pengawas manajemen. Pada BMT Al Ummah Mojokertogyers dibentuk
pertama kali bersamaan dengan berdirinya BMT, riettdri Ketua, Sekretaris dan
bendahara. Pengurus membawahi manajer, staf pemaiayarketingsertateller
(kasir)
Fungsi Dasar :

1. menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluqpioses BMT dalam

mengemban visi dan misi serta mencapai tujuan ;



melakukan pengawasan dan monitoring terhadap @elaks kebijakan
atas pengelolaan usaha BMT yang dijalankan manajer

memproses penentuan caloudharib dan meneliti berhentinya anggota
(mudharib)untuk selanjutnya meminta persetujuan rapat aaggot
mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem sagatkieanggotaan

secara menyeluruh dan terpadu dibidang spirituainaaterial.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1.
2.

menyelenggarakan rapat anggota

mengajukan rencana kerja (RK) dan rencana anggagadapatan dan
belanja (RAPB) BMT untuk dimintakan persetujuaradarapat anggota
menerima laporan keuangan yang dapat dipertangguagkan
pelaksanaan tugas yang dijalankan manajer setiapriya

memelihara buku daftar anggota, buku daftar persgailan buku-buku
penting lainnya

memutuskan menerima dan menolak calon anggota Iseria
memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalggaran dasar
memelihara kerukunan diantara anggota dan mencdgahulnya

perselisihan

Wewenang :

1.
2.

menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi ;

mengangkat dan memberhentikan manajer selaku éagsiaha.

c. Badan Pengawas Manajemen

Fungsi Dasar :

mengawasai jalannya kegiatan usaha BMT agar tetsyaldén sesuai dengan

ketentuan arah dan kebijakan yang telah ditetapdaet anggota

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1.
2.

memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatam BM

mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasegatan BMT
sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yéaiy déetapkan rapat
anggota ;

memberikan saran atau pendapat kepada pengurgelplendan manajer

untuk kemajuan BMT ;



4. melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelold BM

5. membuat hasil laporan pengawasan BMT kepada rapgbéa.

Wewenang :

1. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada BMT ;

2. mendapat segala keterangan yang diperlukan ;

3. memberikan koreksi saran teguran dan peringataadeepengurus.

d. Badan Pengawas Syari’ah

Dewan Pengawas Syari’ah pada BMT Al Ummah Mojokéstdiri dari para
ulama atau tokoh agama yang secara intern dipaihditunjuk oleh BMT untuk

ikut mengawasi jalannya BMT agar sesuai dengard&osgyar’i.

Fungsi Dasar :

Mengawasai jalannya kegiatan usaha BMT agar tetdp goridor syari’ah

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1. memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusgiatan BMT yang
menyangkut aspek syari'ah ;
2. mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpukang ketentuan
dan prinsip syari'ah ;
3. memberikan saran atau pendapat kepada pengurupeteyelola atau
manajer untuk kemajuan BMT ;
4. menelaah aspek syari'ah terhadap produk dan peragegab produk dan
jasa keuangan yang ditawarkan BMT.
Wewenang :
1. meneliti dan menilai jalannya kegiatan usaha BMTBkaph tetap pada
koridor syari'ah ;
2. mendapat segala keterangan yang diperlukan ;
3. memberikan koreksi, saran teguran dan peringataadeepengurus.
e. Manajer

Manajer pada BMT Al Ummah ditempati oleh H. Djumaskkaligus

merangkap sebagai ketua pengurus yang terpililampearkali saat pendirian BMT

sampai saat ini.

Fungsi Dasar :

1.

memimpin BMT secara profesional ;



2.

bertanggung jawab terhadap kinerja BMT serta mdw&T dalam
hubungan dengan pihak luar seperti pertemuan, rEsj0s
penandatanganan kerjasama atau undangan lainnya ;

menjaga keberadan, kelangsungan dan pengembangjaa BT sesuai
dengan ketentuan, arahan dan kebijakan yang teltgtapkan oleh
pengurus dan rapat anggota ;

menjalankan program kerja sesuai dengan anggaram Bahg telah
disetujui dalam rapat anggota.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1.
2.

10.

menyusun rencana strategi baik jangka pendek mgapgka panjang ;
mengusulkan rencana strategis kepada pengurus ulidakkan dalam
RAT maupun diluar RAT ;

mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerjd B&pada
pengurus yang nantinya disahkan pada RAT ;

memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanandtk dengan kinerja
setiap unit kerja ;

melakukan mekanisme kontrol operasional BMT melipukas,
administrasi pembukuan, logistik dan lain-lain ;

memberi persetujuan atau penolakan terhadap ppmsebiayaan sesuai
dengan peraturan yang berlaku ;

mengambil keputusan-keputusan strategis yang dis@értimbangan
yang matang sehingga mendukung peningkatan kiBja ;

mencari alternatif sumber dana tambahan untuk rgkatkan kinerja
BMT ;

menandatangani perjanjian kerja sama antara BMgatepihak lain ;
menjaga agar pelaksanaan operasional BMT sesugadéetentuan dan
peraturan baik eksternal (Undang-Undang, PeratuRemerintah,
Keputusan Presiden (Keppres), Surat Edaran maupuet 8eterangan
Departemen terkait) maupun internal kebijakan d#stes prosedur

perusahaan.

Wewenang :

1.

bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangkglankan usaha;



2. melaksanakan pedoman, pelaksanaan pengelola udalia standar

operasional prosedur (SOP) yang disahkan.
f. Marketing (Staf Pemasaran)

BMT Al Ummah Mojokerto memiliki 3 staf pemasarandRJalan Pekayon
No. 12 kantor induk dan 1 di Jalan Gajah Mada Wktepkerto kantor cabang.
Melakukan pemasaran ke pedagang pasar Tanjung Bttjolserta beberapa
sekolah berbasis Islam untuk menawarkan produkrisegpepanan pendidikan,
deposito muamalah Mizan serta beberapa produksksnai kebutuhan. Untuk
pembiayaamimusyarakalcukup dikenalkan nantinya jika akan bermuamalamnak
diarahkan oleh bagian pembiayaan.

Fungsi Dasar :

Tercapainya pemasaran produk-produk BMT sesuaiatemgrget kinerja yang
telah ditentukan.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1. membuat terobosan mencari sumber-sumber alternatif

2. membuat atau mengevaluasi produk-produk BMT agsua dengan
kebutuhan pasar ;

3. menginventarisasikan kendala atau hambatan peroldaaa tabungan
dan menyusun stategi sosialisasi promosi unuk rgkatkan penjualan
produk tabungan ;

4. melakukan survey terhadap calon penerima pembiafyaadharil) yang
menyangkut kelayakan usaha jaminan ;

5. melakukan proses pembiayaan sesuai Standar OpwbhsRrosedur
(SOP);

6. memecahkan keluhan-keluhan daudharib.

Wewenang :

1. merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui ;

2. melakukan atau menentukan kebijakan eksekusi taphadnggota
(mudharib)yang patut diambil tindakan.

g. Teller (Kasir)
Dua kantor BMT Al Ummah memiliki 3 kasir, 1 di kantinduk dan 2 di

kantor cabang Jalan Gajah Mada Wates Mojokerto.



Fungsi Dasar :
1. memberikan pelayanan kepada anggotadharib)baik dalam penarikan
maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan) ;
2. menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap h
3. mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai peikbiayaan
maupun simpanan yang telah disetujui oleh manajer ;
4. menghitung uang tunai dari staf pemasaran ;
5. membuat laporan transaksi harian ;
6. mengirim dan menyerahkan laporan transaksi ke hage pembiayaan.
Wewenang :
Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil
h. Staf Pembiayaan

BMT Al Ummah Mojokerto memiliki 3 staf pembiayaad,di kantor induk
dan 1 di kantor cabang jalan Gajah Mada Wates Mwjok
Fungsi Dasar :
Melakukan pendokumentasian (kearsipan) dan bertangggjawab atas
kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenarartgtatan transaksi sesuai
dengan prinsip akuntansi syari’ah yang berlaku.
Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1. memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang pekcdan peralatan
kantor lainnya ;

2. membuat laporafixed asseBMT ;

3. membuat analisis laporan keuangan neraca labaunigk dilaporkan
kepada manajer BMT ;

4. memantau aspek likuiditas BMT, Pasal 14 ayat 3tBema Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatand S@anpan Pinjam
oleh Koperasi menyebutkan yang perlu diperhatikaalard aspek
likuiditas adalah penyedia aktiva lancar yang m&opuuntuk memenuhi
kewajiban jangka pendek serta ratio antara pinjary@ng diberikan
dengan dana yang telah dihimpun ;

5. melakukan proses pencairan pembiayaan ;

6. memantau anggaran dan realisasinya.



Wewenang :
Menyimpan dan membukukan dokumen-dokumen yang barigan dengan

pembiayaan, jaminan pembiayaan serta dokumen gdatimya.

3.1.2 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al tmah
Mojokerto

Prosedur merupakan urutan-urutan pekerjaan Kklerikahg biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian ddudeusun untuk menjamin
adanya perlakuan yang seragam terhadap transakseksi perusahaan yang
sering terjadi. (Zaki Baridwan dalam Muhammad Ridw2006:69) Prosedur
merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang higsanelibatkan beberapa
orang dalam satu departemen atau lebih yang diumiak menjamin penanganan
yang seragam transaksi perusahaan yang terjadabgrulang. (Mulyadi dalam
Muhammad Ridwan 2006:69) Kegiatan kleriKalerical operation)terdiri dari
kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencatatrmési formulir buku jurnal,
buku besar. Kegiatan tersebut meliputi menulis, ggandakan, menghitung,
memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, dan basingkan.
(Muhammad Ridwan 2006:70)

Baitul Maal Wat TamwilMojokerto melakukan proses pembiayaan dengan
prosedur standar, namun untuk aplikasi pembiayadn dendiri tetap
menyesuaikan dengan prinsip syari'ah yang digunakabagai landasan
operasionalnya.Baitul Maal Wat Tamwil Mojokerto mempunyai prasyarat
tersendiri yang diberlakukan kepada para anggotgagg hendak mendapatkan
pembiayaan. Prasyarat tersebut berlaku bagi angdotadhari yang
melaksanakan kegiatan produksinya secara syari agsuai aturan Islam.
Persetujuan pembiayaan kepada setiap calon anddakakan melalui proses
penilaian secara obyektif meliputi segala aspelgy@@rhubungan dengan obyek
pembiayaan, sehingga dengan prosedur ini pihak BMUmmah Mojokerto
mendapatkan keyakinan bahwa calon anggota layak, dipat memenuhi
kewajiban sesuai jangka waktu yang disepakati.

Persyaratan umum pembiayaan di BMT Al Ummah Mojtker

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang didexha



2. Melampirkan foto kopi KTP dan atau Kartu Keluarga
3. Bersedia untuk disurvai dan diwawancara. (Wawanaagan Ahmad
Ristian Dimyati, SE Marketing BMT Al-Ummah Mojokertpada tanggal 1
Mei 2007)
Berikut secara urut mekanisme secara keseluruhabipgaanmusyarakah.
3.1.2.1 Mekanisme Permohonan Pembiayaaviusyarakah
1. Anggota (mudharib) atau calon anggota
a. Mengisi formulir menjadi anggotamudhari BMT dan formulir
permohonan pembiayaan bagi yang telah disediakah, Bislgi sudah
terdaftar cukup mengisi formulir permohonan pemaaay
b. Menyerahkan formulir menjadi anggota dan formulermpohonan
pembiayaan ke costumer service agar diproses
2. Staf Pembiayaan
Costumer Service
a. Menerima formulir-formulir tersebut beserta idesitcalormudharib
berikutnya calomudharibdiminta kembali setelah ada pemberitahuan
selanjutnya dari pihak BMT.
b. Menyerahkan dokumen ke Account Officer untuk didikdanjuti

Account Officer:
a. Melakukan analisa serta wawancara untuk pengamkdpatusan

Analisis merupakan kegiatan yang sangat komplelsena keharusan
menilai suatu kondisi eksternal dengan keterbatdaga yang tersedia. Penilaian
BMT menjadi bersifat prediktif. Beberapa pendekayamg perlu dipersiapkan
dalam kegiatan analisis pembiayaan secara garigr begliputi pertama
pendekatan karakter, pada pendekatan ini prosediggman didasarkan pada
kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dalakpecalon mudharib
Kedua pendekatan kemampuan pelunasan, pendekdtamemmekankan pada
kemampuan seorang calanudharib dalam melakukan pengembalian pokok
pembiayaan. Aspek yang dinilai meliputi pendekatarnadap kemauan dan

kemampuan bayar. Analisa kemauan bayar merupakalsarkualitatif yang



mencakup analisa atas karakter atau watak sert&rkem anggotarudharib.

Analisa kemampuan bayar merupakan analisa kuafjtimeliputi kelayakan

usaha dan kemampuan membayar dengan melakukantupgdn terhadap

kemampuan memperoleh keuntungan dan perhitunganuten modal kerja.

Tujuan secara umum analisis pembiayaan adalah pdraenasa pelayanan
terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka merglodan melancarkan
perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumg kasemuanya ditujukan
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuscaia khusus dari analisis
pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usahanaaldharib dan untuk
menekan resiko akibat tidak terbayarkan pembiay&atara spesifik tujuan
analisa pembiayaan dapat menjawab pertanyaan peahas berikut pertama
kepada siapa dan dalam bentuk apa pembiayaan tderskan. Kedua untuk
maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikamakapakah calomudharib
yang akan menerima dana pembiayaan kiranya akanpmanengembalikan
pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil. Keemg@pa jumlah uang
yang layak diberikan. Kelima apakah dana pembiaygamy akan diberikan
tersebut cukup aman atau malah akan beresiko.

Analisa pembiayaan adalah kunci dari keberhasitdand suatu pembiayaan
sehingga dapat menghantarkan keberhasilan bersaknadengan mendapatkan
bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak sertainm@alisir resiko.

Beberapa prinsip pendekatan yang dilakukan pihakTBRL-Ummah
mengacu kepada Modul Diklat BMT (2006:229-234) aérkdengan analisa
pembiayaan adalah :

1. Character yakni pendekatan terhadap karakter atau kepribagpdak
penerima pembiayaan dengan tujuan untuk mempeskrakemungkinan
bahwa pengelola danam@dhariy yang mengajukan pembiayaan dapat
memenuhi kewajibannya.

2. Capacity yakni pendekatan secara subyektif tentang kemampteon
mudharib untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukengdn
catatan prestasi anggotanydharij masa lalu yang didukung dengan
pengamatan di lapangan atas usaha anggota baikeraisaha maupun tempat

berusaha.



3. Capital yakni pendekatan terhadap kemampuan modal yangkiiobeh calon
(mudhari yang diukur dengan posisi usahanya secara kebsealor

4. Colateral yakni pendekatan melalui jaminan milik calomudharib Posisi
jaminan disini sebagai pengganti apabila dikemudian terjadi kerugian,
jaminan inilah yang akan menggantikan sebagai kbamj Jaminan dalam
BMT lebih menekankan pada faktor kepercayaan, kadekhubungan dengan
pengusaha dan kegiatan usahanya, sebelumnya dadima karena lokasi
usaha sekitar BMT.

5. Conditionsof economicyakni pendekatan dengan melihat lebih jauh kondisi
perekonomian secara keseluruhan khususnya tersagfath jenis usaha calon.
mudharib

Kegiatan persiapan analisis pembiayaan yang dikéccount Officerterbagi

dalam :

1. Proses Pengumpulan Informasi
Beberapa informasi yang diperlukan dalam rangkasigean analisis
pembiayaan adalah informasi yang bersifat umum ydarg bersifat khusus.
Informasi yang bersifat umum yang dapat diperolétalp BMT mengenai
informasi calon pengelola danandhari meliputi reputasi calomudharih
data ekonomi menyangkut usaha yang akan dibiayaiddsa perkembangan
rekening simpanan atau tabungan. Informasi yangifaekhusus yang dapat
diperoleh pihak BMT mengenai calomudharibmeliputi data keuangan calon
mudharih data teknis usaha calamudharih data ekonomis dan yuridis
jaminan (khusus untuk pembiayaan skala besar) demldin yang berkaitan
secara langsung dengan usaha atau proyek.

2. Penetapan Proyek
Aspek pasar merupakan aspek terpenting dari keselnoraspek yang harus
dianalisis. Aspek pasar, aspek teknis dan aspeljeraen memiliki hubungan
yang saling berkaitan satu sama lain. Maka kejelimtam mengamati
diperlukan disini dan perlu dinilai secara seksakamena setiap proyek
memiliki keunikan sendiri-sendiri. Analisis pembeay disini berupaya
menemukan titik kritis dari suatu proyek yang akfibiayai yakni dengan

menentukan aspek mana yang paling kritis untukadisia yang merupakan



faktor dominan akan keberhasilan proyek, jika tkritis dapat dilalui maka
aspek yang lain dapat dilakukan kemudian.

3. Analisis Aspek Yuridis
Sasaran dari analisis aspek ini adalah catwndharib yang mempunyai
kecakapan untuk mengadakan perjanjian, minimaldharib memahami
tentang pembiayaan yang sedang dibuat serta shatdan hukum yang
digunakan untuk menampung usahanya apakah sesungardeketentuan
hukum yang berlaku (liar atau resmmudharib minimal melaksanakan
ketentuan atau peraturan dimana ia berusaha mesabayar iuran keamanan
dan restribusi sampabh.

4. Analisis Aspek Pemasaran
Analisis dengan mengukur kemampuan untuk memproduledu barang atau
jasa. Melihat aspek pemasaran ini penting mengsigaisi perkonomian yang
kompetitif mengharuskan BMT lebih berhati-hati dalanenyalurkan dana

demi meminimalisir resiko.

5. Analisis Aspek Teknis
Analisis aspek teknis yakni analisis yang berhulamngengan hal-hal yang
bersifat teknis seperti analisis lokasi usaha,aterkengan lokasi hal-hal yang
perlu dicermati adalah lokasi dekat dengan paskatddengan sumber bahan
baku, dekat dengan tenaga kerja, transportasi mseldh ada fasilitas yang
menunjang. Fasilitas gedung bangunan tempat usahg ynemadai juga
menjadi bagian yang harus dianalisis. Hal-hal yaedu dianalisis seperti
pendirian gedung tidak melanggar peraturan penarifiMB), gedung dan
bangunan dapat menampung kegiatan usaha dan banpans memenuhi
persyaratan teknis.

6. Analisis Aspek Keuangan
Beberapa aspek yang harus dinilai adalah kemampommperoleh
keuntungan, sisa-sisa pembiayaan dengan pihalkégia beban rutin kegiatan
usaha.
Keseluruhan aspek diatas merupakan upaya pihak BMJOmmah Mojokerto

untuk meminimalisir resiko, hal ini dilakukan memngat sebagai lembaga



keuangan yang mengemban amanah dana sangat riskmrmdmbutuhkan
kejelian.
b. Keputusan
Setiap keputusan permohonan harus memperhatikalaipansyarat umum
dengan penilaian yang obyektif serta menimbang rim&si-informasi yang
diperoleh. Surat pengajuan permohonan pembiayaag telah diterima oleh
pihak BMT diajukan kepada Manajer untuk mendapakeputusan diterima atau
ditolak. Baitul Maal Wat TamwilAl-Ummah Mojokerto dalam hal ini lebih
banyak melayani yang sudah lama menjadi anggotag y&emudian
memperpanjang peminjaman dan sebagian besar adadag-orang lama dan
sudah dikenal oleh pihak BMT sendiri. Mereka yangngajukan permohonan
kembali harus terlebih dahulu melunasi peminjamamgy terdahulu, untuk
mendapatkan pinjaman untuk modal usaha. Keputusag gitolak akan berhenti
pada proses analisa dan berlanjut kepada pemheitakepada calomudharib
maupun anggota n{udhari serta menerima kembali foto kopi identitas.
Keputusan yang diterima akan diteruskan ke AdnregsPembiayaan.
3. Administrasi Pembiayaan
a. Menerima formulir permohonan pembiayaan serta nise¥g
permohonan kedalam Buku Register Permohonan.
b. Menyetujui formulir permohonan pembiayaan dengan
menandatangainya
c. Membuatkan akad sesuai pembiayaan, kartu angsukantu
monitoring.
d. Kartu monitoring disimpan untuk melakukan monitogsuran sampai
pelunasan.
e. Menandatangani akad
f. Kartu angsuran beserta akad diserahkan kepadatanggo
g. Menyerahkan kekasir
4. Teller (Kasir)
a. Mengarsip akad sebagai bukti pembayaran

b. Mengisi slip pengeluaran dan menandatangani (§kata I)
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3.1.2.2 Mekanisme Realisasi Pembiayadaviusyarakah

Pencairan fasilitas pembiayaan, merupakan tahapaand transaksi atas

pembiayaan yang telah disetujui oleh BMT melalbafzan analisa yang terbilang

ketat dan BMT Al-Ummah hanya menyetujui pencairapabdla segala

persyaratan telah terpenuhi dan dilaksanakan.

1. Anggota (mudharib)

Datang sesuai pemberitahuan pihak BMT setelah megiabses analisa dan

wawancara

2. Staf Pembiayaan

a.Melakukan pemeriksaan kelengkapan data serta Kedpag pengisian

dokumen yang diterima, memastikan segala persyatalzh terpenuhi

b.Apabila seluruh data telah benar maka didaftarketalam pembukuan

pembiayaan serta kedalam kartu pembiayaan dan dngguran. Sesuaikan
data yang telah diterima yang berupa nama, alamatpr rekening anggota
(mudharib, plafond pembiayaan, jatuh tempo pembiayaan @ghitpngan

biaya-biaya yang menjadi beban anggatadharib

c.Menyiapkan slip transaksi (nota) pembukuan jikalisaai langsung

dibukukan ke rekening tabungan anggotaidharit) yang sebelumnya telah
dibuatkan

d.Meminta persetujuan dari manajer

e.Menyerahkan slip penarikan uang kekasir

f.

Menyerahkan buku angsuran ke anggotadharib

3. Teller (Kasir)

a.

-~ ® 2 0 T

Menerima slip penarikan dari staf pembiayaan yasight disetujui oleh
manajer

Meminta tanda tangan anggota dibalik slip penankka

Mencocokkan identitas anggotaydharib

Menyiapkan sejumlah uang dan melakukan pembayaran

Membukukan pengeluaran kedalam mutasi harian kas

Membuat rekapitulasi kas harian (lihat skema II)
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SKEMA I

3.1.2.2 Mekanisme Realisasi Pembiayaan Musyarakah
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3.1.2.3 Mekanisme Pembayaran Angsuran
Kegiatan pembayaran angsuran yang dilakukan pihakgelola dana

(mudhari) merupakan upaya pihak(dharif untuk tetap menjaga amanah dana

yang dititipkan dan dikelola bersama pihak BMT. &g bentuk kewajiban atas

dana yang dikelola.

1. Anggota (mudharib)

a. Mengisi tanda pengambilan

b. Menyiapkan Identitas lengkap

c. Menyiapkan sertifikat

2. Teller (Kasir)

a. Menerima tanda setoran kartu angsuran, slip settaaruang angsuran

b. Menghitung jumlah uang dan memeriksa kebenaran igiangslip serta
mencocokan dengan data buku angsurannya, jika csioghan uang dalam
kotak uang dan paraf slip setoran

c. Mencatat penerimaan tersebut sedalam buku mutaanHaas

d. Menyerahkan buku angsuran, slip setoran kepada pstafbiayaan untuk
dibukukan

3. Staf Pembiayaan

Menerima slip setoran dan buku angsuran

Mengeluarkan file kartu pembiayaan sesuai data lankgsuran

Membukukan angsuran tersebut kedalam buku angdarakartu angsuran

a0 o

Membandingkan kedua saldo pada kartu dan buku eargdersebut jika

sesuai paraf slip setoran

@

Kembalikan slip setoran kepada kasir dan buku aagskepada anggota

f. Simpan kembali kartu pembiayaan urut nomor reke(lingt skema Ill)
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SKEMA 111

3.1.2.3 Mekanisme Pembayaran Angsuran
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3.1.2.4 Mekanisme Pelunasan Pembiayadiusyarakah
Pelunasan pembiayaan merupakan kegiatan penyelesiiaana seluruh
kewajiban anggotanfudharit) telah terpenuhi. Pelunasan pembiayaan dapat
dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telatatdgabelumnya. Pelunasan
pembiayaan oleh anggotadharit adalah terpenuhinya semua kewajiban utang
anggota Iifwdhari atau kepada BMT Al-Ummah yang berakibat hapusnya
ikatan perjanjian pembiayaan. Seluruh perhitungamaiban anggotarfudharif
segera diselesaikan sampai tanggal pelunasannypumdiutang pokok, bagi
hasil, denda jika ada serta biaya administrasi.y@aman kembali dokumen
jaminan kepada anggota  dapat dilakukan setelahgoteng benar-benar
menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokterssbut harus dengan
membawa surat tanda terima dan telah ditanda tangarg berhak. Berikut
penjelasannya :
1. Anggota (nudharib)
a. Mudharibdatang sendiri dengan membawa kartu angsuran
b. Mengisi slip setoran
c. Menyerahkan kartu angsuran kepada staf pembiayaan
2. Staf Pembiayaan
a. Melihat saldo yang harus dibayarkan serta mengkesé&suaian dengan kartu
angsuran
b. Setelah sesuai memberitahukan kewajiban angguaidh{ari
c. Menyerahkan jaminan bersamaan dengan bukti pelopadan bukti
penyerahan ditanda tangani oleh yang menerima e@telmpel BMT
d. Melakukan pemberitahuan kepada manajer
e. Mengarsip semua dokumen dari awal pembiayaan safpaipelunasan
3. Teller (Kasir)
a. Menerima slip setoran
b. Menerima uang pelunasan angsuran
c. Meminta anggota njudhari) untuk mengisi serta menandatangani slip

pelunasan (lihat skema 1V)
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3.1.3 Prinsip Bagi Hasil

Setiap pelayanan pembiayaan di BMT Al Ummah Mojtkerakan
menggunakan prinsip bagi hasil, salah satunya dalambiayaarmusyarakah
Prinsip ini hanya dimiliki dalam lembaga keuanga&nblasis syari'ah, bagaimana
dapat meraup keuntungan tanpa harus menimbulkaahkemn dan eksploitasi
terhadap pihak lain, sehubungan dengan hal terskthatam Al Quran dan Al-
Hadits disebutkan mengenai ancaman kepada par&upeiba, riba yakni
penambahan dalam pembayaran ulang sebagai imbailagkaj waktu yang
terpakai selama utang belum terbayar atau biasbutisdlengan bunga. Allah
subhannahu wa ta’alaerfirman ;

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadbahA dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orangsay yang beriman. Maka
jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa )ilb@aka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dam ki&mu bertaubat
(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamkamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (ogaberhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkeigan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) ituh lelik bagimu, jika
kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu (azab ysergadi pada) hari yang
pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada AKamudian masing-
masing diri diberi balasan yang sempurna terhadapa ayang telah
dikerjakannnya, sedang mereka sedikitpun tidak idian (dirugikan).”
Terjemahan Surah Al Bagarah: 278-281

Rasulullah bersabddJauhilah tujuh perkara yang merusak; sahabat
bertanya; perkara apakah itu ya Rasulullah?, Rasehjawab: syirik kepada

Allah, sihir, membunuh orang lain tanpa dengan falgang hag, memakan

riba, memakan harta anak yatim, berpaling waktuaoerdan menuduh zina.”

Terjemahan Hadits Ibnu Qudamah

Didalam Islam tidak mengenal istilah bunga, Islarandorong masyarakat

untuk melakukan usaha nyata serta produktif. Islamenyarankan untuk
melakukan investasi dan melarang membungakan ®Rartgedaan mendasar atas
keduanya adalah sebagai berikut, kegiatan investasupakan kegiatan yang
dihadapkan pada unsur ketidakpastian, serta bersshingga perolehan tidak
pasti dan tidak tetap sedangkan membungakan uangpakan kegiatan yang
relatif pasti dan tetap, serta tidak terlalu b&s@sehingga perolehan berwujud
bunga relatif tetap. (Syafii Antonio 2005:59) Hali berlaku bagi BMT Al

Ummah Mojokerto yang memberlakukan sistem bagi |hgsida setiap



pembiayaannya termasuk pembiayamnsyarakah BMT Al Ummah berupaya
untuk mendorong minat masyarakat untuk melakukaastasi di BMT, dengan
asumsi perolehanisbahyang tidak tetap sesuai dengan perjalanan usamg ya
dilakukan.Nisbahyakni bagian dari pendapatan atau keuntungan gdoagikan
antarashahibul maallembaga keuangan) dengamdharib(anggota).

Secara tegas prinsip bagi hasil yang digunakannmddéanbaga keuangan
syari’ah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tah®®8 tentang Perbankan
atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992l Paspoin 12
menyatakan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalahegksgn uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetgteu kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pyaailg dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelagkgawaktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.

Serta Pasal 1 poin 13 menyatakan :

Prinsip syari'ah adalah aturan berdasarkan hukdamisantara bank dan
pihak lain untuk menyiapkan dana atau pembiayaanaten usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengani’ayarAntara lain,
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasllugharabal), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modaligyarakal, prinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungatu¢abahal), atau pembelian barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihbargh) atau dengan adanya
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewabdak oleh pihak lain
(ljarah wa igtihg.

Berikut adalah prinsip bagi hasil yang harus dipenseseorang dalam

melakukan pembiayaamusyarakahdi BMT Al Ummah Mojokerto, yang

dimaksudkan agar masing-masing kedua belah pihals&lea memenuhi prinsip

tersebut sehingga dapat memenuhi harapan kedula Bithasip-prinsip tersebut
adalah :

1. Keadilan, yakni adanya keseimbangan atau kesetasana pemilik modal
(shohibul maagl di satu pihak dan pengelola damau@hari di pihak lain
dengan ukuran sejumlah dana yang ditunjukkan derkgdayakan usaha,
prospek usaha atau proposal. Adanya kesetaraan gdlmya sikap dari
masing-masing pihak dalam menjalankan usaha bersatak ada yang
merasa lebih berkuasa atau lebih berhak, terdapaeikbangan dalam
pembagian hasil dalam pengertr@sbahbagi hasil yang disepakati seimbang

dengan kontibusi dana dan manajemen.



. Peningkatan prestasi, yakni masing-masing pihalardeasa fokus dalam
usaha dalam rangka peningkatan kinerja usaha, dexsgemsi masing-masing
pihak dapat bagi hasil yang layak sebagai prosed, aglanjutnya dengan
memperhatikan kualitas sumber daya manusia selaggkah selanjutnya.
Peningkatan keuntungan melalui sebuah proses yhhggata rasional.

. Kebersamaan dan Tolong menolong, yakni dengan mamkan rasa saling
memiliki atas usaha yang dijalankan bersama. Mehgbdean kelebihan serta
kekurangan masing-masing pihak dan saling memberikantribusi
pemikiran demi peningkatan usaha.

. Keterbukaan, yakni adanya Kkejujuran yang dijunjukgdua pihak
bagaimanapun kondisi usaha adanya. Menerapkan enagajyang terbuka
sehingga kedua pihak tidak ada yang dirugikan stpeat dilakukan koreksi
bersama, hal apa saja yang perlu dibenahi. Upagm@enaan kedepan yang
ditunjukkan secara transparan, agar kedua pihakatdapengetahui
kesinambungan antara realisasi dan rencana yangtdib

. Tanggung Jawab, yakni kemauan untuk menanggurg risgrsama. Dilain
pihak salah satu pihak berusaha untuk memperkesikor dan bentuk
tanggung jawab seperti ini diikuti dengan pembindam bimbingan oleh
pihak BMT.

. Pemenuhan Rukun dan Syarat, yakni dengan memeokbn rdan syarat
dalam pembiayaan. Dua hal tersebut merupakan mydiag harus dipenuhi
dan merupakan ketentuan syari’ah yang menjadi gesaberlakuan ekonomi
syari’ah.

Menurut Modul Diklat BMT (2006:173) proses penghgan bagi hasil dalam

praktek terdapat dua mekanisme yang biasa digunakan :

1. Profit Sharing yakni perhitungan bagi hasil yang didasarkan geatal netto

(bersih) dari total pendapatan setelah dikurangydbiaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan.

2. Revenue Sharingyakni perhitungan bagi hasil yang didasarkan pexdal

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengayabyang telah

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.



Dalam aplikasi di lembaga keuangan syariah dapabggunakan dua sistem
tersebut, ini tergantung pada kebijakan masingsmgakmbaga. Namun untuk
memenuhi syarat keadilan dalam penggunaan mekanisméarus sama
penerapan pada bagi hasil pembiayaan, dan piteketingBMT Al Ummah

Mojokerto menyatakan bahwa BMT Al Ummah Mojokertenggunakan sistem

revenue sharingintuk mendistribusikan bagi hasilnya.

3.1.4 Kendala-Kendala

Pembiayaan bermasalah terkait dengan risiko pemaiayang telah terjadi di
BMT Al Ummah Mojokerto, menjadi satu hal yang pagtimengingat hal ini
harus ada suatu tindakan pemecahan masalah. Riddtah kemungkinan yang
tidak diharapkan, dapat terjadi kapan saja. Pemhiayadalah jasa dari dunia
keuangan yang seharusnya dikelola secara hatidaati penuh risiko. Risiko
pembiayaan identik dengan kemungkinan kegagalanbipgraen yang berupa
tidak terbayarkan kembali pembiayaan yang telabrdian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi daah&) Kecil dan
Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Bguk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah ebetikan pada Bab IX
mengenai pengendalian risiko

(1) Pengelola koperasi jasa keuangan syari’ah atayassitkeuangan syari'ah
wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yamgt,s dan
menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta payalan yang benar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penilaian atas kemampuan dan kesangggupan anggataaon anggota
yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuangde yang
diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemaampyu modal,
angunan dan prospek usaha dari anggota atau cajgota.

Penyebab pembiayaan bermasalah terbagi atas :

1. Ditinjau dari pihak yang terkait Pembiayaan
Ada 3 faktor penyebab utama yakni :
a. Faktor intern lembaga keuangahghibul mag|
1. Tindakan curang para pengelola darmaudhari seperti melakukan

penggandaan pembukuan, menyampaikan pembukuan tidalg sesuai



dengan hasil yang diperoleh. Misalnya perhitungaunkungan yang
seharusnya diperoleh sebesar Rp 100.000.00 yaaqpdilan Rp 50.000,00.

2. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengiatam melakukan
prospek kegiatan usaha sehingga yang terjadi aliaaa yang ada menjadi
kurang efektif. Hal ini terjadi dalam praktik di BMAl Ummah Mojokerto,
para pengurus tidak mengaplikasikan apa yang tdipkroleh selama
pelatihan yang diikuti.

3. Kurang berfungsinya sistem informasi manajemen ydhgngun lembaga,
hubungan komunikasi yang kurang bagus dari kedusakpidapat
menimbulkan perbedaan persepsi sehingga keduadgia dapat berjalan
beriringan. BMT Al Ummah Mojokerto kesulitan memjalkomunikasi
dengan calomrmudharib baru di kantor cabang jalan Gajah Mada karena
masih terbilang baru, dan masyarakat disekitambahemiliki minat.

4. Kebijakan yang kurang bagus, pengambilan kebijajamy kurang tepat
seperti pemberian pembiayaan kepada pihak-pihaky yaanggap sudah
dikenal oleh pihak BMT Al Ummah Mojokerto denganum@si pihak
tersebut amanah. Namun yang terjadi malah sebaliginak-pihak tersebut
tidak amanah atas dana yang diperokétiapa)

5. Kurangnya pengawasan pihak BMT kepada pengelotaudiarib,
kompetisi dengan lembaga keuangan yang lain makiat knengharuskan
pihak BMT terus memacu geraknya sehingga prograna k&ng harus
dilakukan juga banyak. Pihak pengelolau@dhari menjadi terabaikan
pelayanan yang dilakukan menjadi tidak maksimal.

6. Sikap meremehkan, ceroboh serta lalairith) dari pengelolarudharif,
setiap pengelola tidak semua memiliki pemahaman ak@anah dana yang
diterima sehingga sikagafrith masih ada diantara mereka.

b. Faktor eksternal lembaga keuangstmabibul magl

1. Perubahan ekonomi makro, kebijakan pemerintah umtaknberikan ijin
kepada para pelaku pasar yang berskala besarmapagak perkembangan
pelaku pasar di kalangan mikro.

2. Kejadian diluar dugaan seperti banjir yang melakalator pusat di Jalan

Raya Pekayon 12 meski tidak sampai merusak arsip-aamun sempat



libur beberapa hari mengakibatkan terhambatnya fitakti secara
keseluruhan.

Persaingan antar lembaga keuangan yang menyebaldan mampu
melakukan seleksi resiko, mulai bermunculan lemblegaangan mikro
syariah serupa meski tidak sebesar perkembangddi BI Ummah
Mojokerto dan munculnya lembaga keuangan mikro daank
konvensional.

Tekanan dari luar lembaga keuangan yang berakitbatya kompromi
terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat. BMIT Ummah
Mojokerto berdiri atas sokongan dana dari beberpgemk sebagai
pemrakarsa awal. Kebijakan dari pemegang sahames@rbmenjadi
kendala terhambatnya aktifitas BMT Al Ummah Mojdker

c. Faktor usaha pengeloladhari

1.

4.

Ketidakpastian, mendorong tindakan spekulatif ydagat merusak usaha.
Ketidakpastian dalam berusaha pasti ada, namurt dapeimalir dengan
melakukan analisa secara jeli kebijakan yang tidagat sehingga
mendorong untuk berspekulatif dapat merusak usaha.

Pengelola danamudhari) yang kurang memiliki kemampuan untuk
mengantisipasi perubahan, karena sasaran BMT adadah pelaku
ekonomi mikro tidak semua memiliki kemampuan mateje bahkan
mayoritas tidak berkemampuan manajerial meski adga j yang
berkemampuan namun presentasenya kecil.

Faktor alamiah yakni perubahan yang alami yancadergalam usaha
seperti merugi

Tidak kompetitif dengan pesaing akibat banyak mim@upesaing

2. Ditinjau dari Produk Pembiayaan

Menurut Modul Diklat BMT (2006:317) secara umum g¢uk pembiayaan

model syari’ah, dikelompokkan dalam dua jenis yaitu

1. Pembiayaan berbasNatural Certainty Contractsyakni akad dalam bisnis

yang memberikan kepastian pembayaran, baik darjw®¢ah ataupun dalam

batas waktu. Secara umum arus kas menjadi relaisti karena sudah

disepakati dari awal oleh kedua belah pihak



2. Pembiayaan berbasidatural Uncertainty Contractsyakni akad dalam bisnis
yang tidak memberikan kepastian pendapatasur) baik segi jumlah,
maupun batas waktu.

Berdasarkan karakteristik kelompok seperti tersethbutatas maka dapat
diuraikan analisis risiko yang terkait dengan peyaan. Risiko yang
berhubungan dengan pembiayaan berldatsiral Uncertainty Contractadalah
risiko yang berkaitan langsung dengan pembiayaasyarakah Penilaiannya
mencakup 3 aspek yakni :

a. Risiko Usaha

risiko yang terjadi karena dipengaruhi oleh adamsi&o industri yakni risiko
yang terjadi pada jenis usaha yang dijalankan diagitentukan oleh karakteristik
masing-masing usaha dan kinerja keuangan jenisiuygatyg bersangkutan. Faktor
lainnya seperti kondisi grup usaha, keadaan memagksanasalahan hukum,
pemogokkan dan lain-lain.

b. Risiko diluar kendali
risiko ini terjadi akibat dari pertama penurunanasa drastis penjualan bisnis

yang dibiayai, kedua penurunan drastis harga jaedrg atau jasa yang dibiayai

BMT, ketiga penurunan drastis harga barang ateaa gasi bisnis yang dibiayai

BMT. Jenis bagi hasil yang diberlakukan untpkofit sharing bila terjadi

penurunan bagi hasil yang harus ditanggung pihak BMntukrevenue sharing

risiko terjadi apabila pengelolan(dhari tidak mampu menanggung biaya

(nafagalh) yang sehingga tidak mampu melanjutkan usahangeakhir keadaan

yang tidak terduga menimpa usaha yang dibiayai BMT.

c. Risiko Karakter
risiko ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleblakaian tafrith) pengelola

dana thudharih dalam menjalankan usaha, pelanggaran dalam gesjalusaha,

telah melanggar hal-hal yang disepakati bersakh&arfa) sehingga pengelola
dana (hudhari tidak lagi sesuai kesepakatan, pengelolaan ugahg tidak
dilakukan secara profesional.

Sebagai suatu lembaga keuangan BMT tidak terlepagpdrmasalahan yang
berkaitan dengan pembiayaan. Kriteria kualitas payalan koperasi jasa

keuangan syari'ah (KJKS) atau BMT belum diatur sdehusus dalam suatu



keputusan yang baku. Namun dalam perjalanan BMUmAah kriteria tersebut

dibuat standart sendiri mengacu kepada Modul yamgat Kementrian Koperasi

berdasarkan pola syar’i, sebagaimana terbagi aakub Kualitas pembiayaan

dengan akad bagi hasin(isyarakah terbagi atas beberapa kolektibilitas, yakni

suatu keadaan pembayaran angsuran pokok dan bagi dlah anggota

(mudhari. Ukuran utama dalam menentukan kolektibilitas l&tdadengan

berjalannya waktu dan kemampuan bayar. Penilaraadap kualitas pembiayaan

dilakukan berdasarkan kemampuan bayar yang mengapada ketepatan

pembayaran angsuran pokok atau pencapaian rasacaamalisasi pendapatan

(RP) dan proyeksi pendapatan (PP). RP adalah perkipendapatan yang

diterima BMT &hohibul magl dari anggotarfudharij atas pembiayaan yang

diberikan. PP adalah perkiraan pendapatan yang dikenma BMT Ehohibul

maal) dari anggotarfiudharif atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah

jatuh tempo yang disepakati antara BMBhdghibul magl dan anggota

(mudharij. BMT dapat mengubah proyeksi pendapatan berdas&dsepakatan

dengan anggota sepanjang terdapat perubahan adisikekonomi makro, pasar

dan faktor lain yang mempengaruhi usaha anggotaliarib).

Kolektibilitas 1 : Lancar

a. Pembayaran angsuran tepat waktu

b. Realisasi pendapatan sama atau lebih dari 90%utareksi pendapatan

c. Informasi keuangan anggotadharif selalu dapat diperoleh dan kondisi
akurat

d. Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikat jamiaat

Kolektibilitas 2 : Kurang Lancar

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran

b. Realisasi pendapatan diatas 30% dan proyeksi patadapampai 90%

c. Informasi keuangan terlambat diperoleh dan datamgiegukan

d. Dokumentasi kurang lengkap dan datanya meragukan

e. Terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap akad

f. Terdapat perpanjangaan untuk menyembunyikan kaswguangan

Kolektibilitas 3 : Diragukan

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok



b. Realisasi pendapatan kurang dari 30%

c. Informasi keuangan sulit diperoleh dan jika adarnmiasi datanya tidak dapat
dipercaya

d. Dokumentasi tidak lengkap dan pengikat jaminan frema

e. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip, tephakad

Kolektibilitas 4 : Macet

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok

b. Realisasi pendapatan kurang dari 30%

c. Informasi keuangan tidak dapat diperoleh dan arsggatit dihubungi

d. Tidak ada dokumentasi dan pengikat jaminan

Permasalahan yang dihadapi BMT secara umum selyananasih terbilang

belum dapat terbaca secara signifikan. Selain mlasatknis operasional,

kualifikasi SDM, masalah yang tidak kalah pentingngenai kelembagaan BMT

sendiri yang masih berbadan hukum koperasi terma&BMK Al Ummah

Mojokerto, fakta di lapangan berdasarkan hasil KesgNasional Lembaga

Keuangan Mikro Syari'ah BMT di Jakarta dua tahumg/dalu bahwa terdapat

keluhan dari beberapa pihak yang menyatakan BMdktidelaksanakan secara

total peraturan perundang-udangan perkoperasiadiainDpihak banyak BMT

yang mengeluh dipersulit atau merasa dipaksa umntekerapkan peraturan

tentang perkoperasian yang tidak sesuai denganktkar&8MT. Legalitas

kelembagaan yang sesuai dengan karakter dapat mkambefek baik dalam

perjalanan BMT kedepan. Akan menimbulkan kekhaaatiberbagai pihak

tentang tudingan yang mengemukakan BMT yang dipessan sebagai bank

gelap, karena melakukan perhimpunan atau penyaldeaa dari masyarakat

dengan menggunakan istilah nasabah untuk pihak g@engani dan menerapkan

prinsip syari'ah dalam opersionalnya. Fakta dila@an menunjukkan bahwa

sebagian besar BMT berstatus badan hukum kopeeasj ynengacu kepada

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 permasalahan kamgidian muncul

adalah jika tetap mengacu kepada undang-undangperdsian maka BMT

belum memiliki ruang yang aman untuk bergerak beladéesm operasionalnya.



3.2 Upaya Hukum Mengatasi PembiayaaiMusyarakahyang Bermasalah
Secara prinsip aturan hukum yang khusus mengatmbipgaanmusyarakah

beserta upaya-upaya penyelesaian tidak penuliskeemWwndang-undang yang

mengatur tentang BMT sendiri masih belum teralisasnpai sekarang, masih
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1982ntg perkoperasian.

Sehingga acuan untuk penyelesaian segala permasathhBMT dan khusus

untuk pembiayaamusyarakahmengacu pada konsensus yang dibuat bersama

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalammgmevasan Kementrian

Koperasi dan Bank Indonesia. PINBUK disini addiinbaga profesional yang

terpercaya dan terkemuka yang menanggulangi kemaiski melalui

pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKMBgitul Maal Wat Tamwil

(BMT) dan kelompok-kelompok usaha mikro yang marskrta berkelanjutan di

masyarakat.

Upaya mengatasi pembiayaan yang bermasalah merupa&tu upaya untuk
memperoleh keadilan bagi semua anggota agar meRkdappelayanan yang
sama. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakpiiaak BMT Al Ummah
Mojokerto, secara umum tata cara penanganan peadrayang bermasalah
terdapat beberapa cara pelaksanaan yang dapatkdi@iBMT sendiri, melalui
pihak ketiga atau pihak lain yang berwenang.

3.2.1 Ditangani BMT sendiri
Ada ketentuan yang khusus yang dirancang secamaattseperti :

1. setiap usaha penyelesaian pembiayaan macet difdesarsesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, namun harus senardiasahakan agar dapat
diselesaikan diluar proses pengadilan secara kaiggan.

2. pembinaan pembiayaan, sesuai dengan fungsinya nbgtagjawab
sepenuhnya untuk melaksanakan usaha-usaha peigel@smnbiayaan dari
para anggota khusus untuk yang kolektibilitas #ihdV, mengupayakan untuk
memberikan keringanan dengan perpanjangan jatubct@@mbayaran.

3. pengalihan tanggung jawab dan usaha penyelesarabiggan macet dari
pembina pembiayaan kepada bagian penyelesaian ggaahi atas persetujuan

staf pembiayaan yang dilengkapi berita acara



4. pengalihan tanggung jawab dan usaha penyelesaiambigggaan macet
tersebut, pembina pembiayaan wajib meminta opinii géhak hukum
khususnya untuk menyempurnakan kelemahan-kelemgdoasn mungkin ada
dalam pengikatan pembiayaan dan jaminan agar tetdkpat peluang anggota
(mudharij atau pihak ketiga untuk melakukan usaha-usahay ydepat
menimbulkan kerugian bagi pihak BMT

5. koordinasi dan monitoring menyeluruh atas penyeéespembiayaan macet
dan dibawah kewenangan kepala urusan monitoring penyelesaian
pembiayaan.

3.2.2 Memanfaatkan pengacara dalam penagihan
Apabila cara yang ditempuh secara internal sudalandiang memberikan

hasil yang cukup signifikan, maka dapat ditempulmgde cara lain seperti

mempergunakan jasa pengacara :

1. pelimpahan upaya penagihan kepada pengacara inis hanendapat
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pengumesdasarkan rekomendasi
yang diajukan manajer pembiayaan

2. pengacara yang direkomendasikan kepada pengurusemmém kriteria
pertama memiliki reputasi yang dikenal baik, kedoamiliki pengalaman
menangani dan menyelesaikan masalah pembiayaagt wiaBMT dengan
baik

3. bersedia untuk menandatangani kontrak yang isinyara lain, bahwa yang
bersangkutan tidak melayani klien yang sedang dam anenjadi lawan
perkara dengan BMT.

3.2.3 Penghapusan
Penghapusan yang diterapkan BMT Al Ummah Mojokeatims biaya yang

dikeluarkan merupakan jalan terakhir dengan beibpggimbangan bersama,

adalah dengan mengikuti aturan sebagai berikut :

1. tidak dibenarkan memberikan kebijakan atau kelorajgayang bersifat
keringanan pembayaran, baik yang menyangkut jurplakok pembiayaan
maupun kewajiban anggota lainnya.

2. kebijaksanaan atau keringanan yang berupa keputusiatk menghapuskan

pokok pembiayaan dan keputusan untuk menghapusk@gdkan kewajiban



lain hanya dapat diberikan atas dasar persetujuetulis pengurus,
berdasarkan rekomendasi yang diajukan staf pendmaya

3. penghapusan pembiayaan baik untuk sebagian atawpuhk keseluruhan,
tidak berarti menghentikan upaya pembina pembiayaagpun pihak lain
untuk menyelesaikan tunggakan tersebut denganstateuali atas ijin dari
manajemen.

4. keseluruhan proses harus melalui manajer.



BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permlaaalalan pembahasan

yang telah diuraikan di atas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaamusyarakalpada BMT Al Ummah Mojokerto telah
berupaya menerapkan prinsip-prinsip syari’at maskigisisi lain masih juga
ditemukan kekurangan-kekurangan yang masih petbendii, tidak dapat
dipungkiri setiap pembiayaan di setiap lembaga hkgaa pasti akan
mengalami kendala dan banyak faktor yang mempehgem Namun pihak
BMT Al-Ummah Mojokerto terus berupaya melakukan pemahan terkait
dengan operasional BMT secara khusus dalam hal ipga@an. Terdapat
kaidah-kaidah tertentu yang pada umumnya sama denk@perasi
konvensional dengan mengacu kepada Undang-Undangrizb tahun 1992
tentang perkoperasian. Mekanisme yang ada tiddk p@ubeda dengan yang
diberlakukan pada perbankan syari'ah namun karesaran BMT untuk
ekonomi mikro maka terdapat beberapa pengaturarg y@erbeda. Pola
pembiayaan syari'ah yang diterapkan BMT tidak feake dari prinsip bagi
hasilnya yang berbeda dengan sistem bunga yanp lenyak membawa
mudharat(kerugian).

2. Upaya hukum yang ditempuh BMT Al Ummah Mojokertkaji terjadi
permasalahan dalam pembiayaansyarakahseperti upaya dari pihak BMT
sendiri yang menangani, memanfaatkan jasa pengaeanpai penghapusan
biaya secara keseluruhan. Namun, pilihan penyelessecara kekeluargaan
lebih banyak digunakan dalam praktik. Khusus dataemgatasi permasalahan
pembiayaarmusyarakah,belum memiliki acuan hukum. Melalui konsensus
yang dimotori Pusat Inkubasi Bisnis Usaha KecilNBUK) bekerjasama
dengan Kementrian Koperasi dan Bank Indonesia nkemggarakan Kongres
Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syari@uaitul Maal Wat Tamwil
melahirkan beberapa konsep yang ditawarkan termapalya penyelesaian

segala permasalahan dilapangan terkait opersidvidl $cara teknis.



4.2 Saran

1. Pembenahan pada BMT Al Ummah Mojokerto harus teilakukan secara
berkesinambungan dengan tetap menjaga sumber dagasia yang siap
berkompetisi di pasar global. Melalui pelatihangpélan yang diselenggarakan
PINBUK dan pihak-pihak lain yang peduli dengan genkangan lembaga
keuangan mikro. Menjaga nilai-nilai Islami dalam BMeharusnya menjadi
pondasi dalam perjalanan operasional BMT baik dalpelaksanaan
pembiayaan maupun kegiatan teknis lainnya. Kaigatiak yang diberlakukan
selayaknya menggunakan prinsip syariah untuk sef§elgiatan. Secara
berkesinambungan memberikan pemahaman kepada metyduas tentang
konsep ekonomi Islam, agar masyarakat tidak haejgntera, namun paham
akan konsep-konsep Islam melalui pemberian pembiseeara intensif.

2. Perkembangan yang terjadi pada BMT termasuk BMTUAmah Mojokerto
akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari tjtkak diikuti dengan
legalitas kelembagaan yang tepat. Membentuk legdliélembagaan yang kuat
adalah jawabannya dengan melahirkan undang-undamgu& BMT, dengan
harapan dapat menjawab segala persoalan yang adaigasi pihak yang
berkompeten dalam bidang legalitas kelembagaark bacara akademis

maupun praktis dapat memberikan kontribusi tersebdgi kinerja BMT.
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Pasal 1

. i
Dalam keputusan ini yang dimaksucf}dengan :
. | _

ik

q "

Koperasi adalah badan usana yang beranggotakan orang:seorang atau badan
hukum Kkoperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
seKaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat ynng berdasar alas asag kekeluargaan,

Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebuc KUKS adalah Koperasi yang
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai

“‘pola bagi hasil (syariah),

Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disabut UIKS, adalah unit lmpnrr.‘ni Vi
bergerak i hidang ol prenbiboy i, oo oo Shipinan dengan puli biagi
hasll (syariah) schagai biagian dari kegialan koperasi yinag bersangkutan,

Simpanan adalal dana Yang chipercayakan oleh ahgoota, calon anggola, kc’?‘:‘-::rasi
lain dan. alau anggolanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / labu‘r/\yc.n dan
simpanan berjangka. ’



1.

Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada kopere
dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan ol:
KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentu
penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan-dananya, tetapi bi
dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditenlukan ses
kebijakan dan kemampuan Koperasi.

Simpanan Mudharabah Al-Mulhalagah, adalah labungan anggota pada“koper
dengan akad Mudharabah Al Muthalagah yang diperlakukan sebagai invest
anggota untuk dimanfaatkan secara produklif dalem bentuk pembiayaan kepe
anggota koperasi. calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotpa)i
secara profesional dengan ketentuan penyimpan ‘nendapatkari bagi hasil a
penyimpanan dananya sesuai nisbah ( proporsi bagi-hasil ) yang disepakati va
saat pembukaan rekening tabungan.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada kdperasi deng
akad mudharabah Al Muthalagah yang penyetorannya dilakukan sekali ¢
penarikznnya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian ant:
penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

Permbiayaan adalah keqiatan penyedinan dana unluk inveslasi atau kerjasa
permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan a
anggotanya, yang mewajibkan penerima pernbiayaan itu untuk melunasi pot
pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai denc
pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapalar atau laba dari kegiatan y;
dibiayai atau penggunann din pembinyain ternebil

Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha . dima
Keperasi sebagai pemitik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepa
anggota, .calon anggola, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya seba
pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad denq
pembagian keunlungan dibagi beisama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), d
apabila rugi ditanggung oleh pemilik maodal sepanjang bukan merupakan kelala
penerima permbiayaan.

Pembiayaan Musyarakah, adalah akad Kkerjasama permodalan usaha ant
koperasi dengan salu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada us:
tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam su
kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sed:
kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. '

Piutang Murabahah adalah lagihan atas Wansavsi penjualan barang dens
menyatakan harga perolehan  dan keuntungan (faargin) yang disepaladi pi
penjual (koperasi) dan pembeli (anggola, calon anvgola, koperasi-koperasi lain
atau anggotanya).-dan alas transaksi jual-beli lerseout, yang mlewajibkan angg
untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka wakiu tertentu disertai den
pembayaran imbalan “berupa marjin keuntungan yang disepakati d‘”‘ﬂka\&«,vef'
akad. 23

{



12, Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual
barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli.dengan pembaya
dimuka dan pengiriman barang oleh penjual di'akukan dibelakang/kemudian, deng

ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.

13. Piutang Istisna adalah lagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam ber
' pemesanan pembgatan barang dengan kriterin dan persyaratan terlentu .
disepakali anlara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya da

dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan samgai jangka waktu tertenty.

14! Piutang ljarah adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (Lesso
Penyewa) dengan Musta'jir (L.essee / yang menyewakan) atas Ma'jur (Objek ser
untuk mendapatkan imbalan atas’ barang yang disewakannya.

3 " . .

15, ljarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-beli suaty barang antarz les

dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari Lesse

yang menyewakan kepada Lessor/ Penyewa. :

16. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komers
dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana ya
gipinjam kepada koperasi yang meminjamkan lanpa imbalan atau bagi hasil dal:
waktu tertentu sesuai kesepakatan. '

AN

17. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (2ol hasil) antara Pemilik Da;
(Shahibul Maal) dan Pengclola Dana (Mudharib) atas  hasil usaha yai
dikerjasamakan.

18. Marjin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjuale
dengan pihak pembelinya.

19. Dewan Fengawas Syariah adalah devean yang dipilih  oleh kochmsi yai
bers'angkulan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulan
yang. ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengaw:
syariah pada koperasi yang bersangkular dan bervenang memberikan tanggap:
atau penafsiran lerhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

20. Standar Operasional  Prosochr (GOP) adalalh pedoman operasional  ya
mienyangkul peraluran dan kebijakan serla tala cara kerja dan atau sistem prosed
kerja Koperasi Jasa KKeuangan Syariah dan Unit Jasa IKeuangan Syariah.

21. Menteri adalalt  Menleri  yang bertanggung  javad  dalam  pembinaan  d:
pengembangan koperasi. ’

N
N

Pejabat adalah aparalur pemerintah yang ditetaphan Menteri dan beérwensz
mengesahkan akla pendirian, perubahan Anggaran’ Dasar dan pembuﬁwre
koperasi di pusat, prépinsi/Dl, dan kabupaten/kola. - /




'

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
" UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
& (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor
Lampiran
Perihal

Lampiran 3

1 1231/J25.1.1/PP.9/ 2007 Jember, 3 April 2007

. Tjin Penelitian

Yth. PENGURUS MAAL WAT TAMWIL AL -- UMMAH MOJOKERTO
di -
MOJOKERTO

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan

kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama : ANNISA RISMA PRATIWI

NIM 030710101271

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat - J1. Bangka V No. 20 Jemiber, HP. 081330793833
Keperluan — : Penclitian Tentang Masalah

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH PADA BAITUL
MAAL WAT TAMWIL AL - UMMAH MOJOKERTO

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-
data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini
digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi,

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

S %)
=

)

7

Raps ™ 2
Wi w,ﬁ,.../’fot aryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :
¢ Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata

e Yang bersangkutan

* Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
R (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Lampiran 4
Nomor : 1231/J25.1.1/PP.9/2007 Jember, 3 April 2007
Lampiran
Perihal :KONSULTASI

Yth. PENGURUS MAAL WAT TAMWIL AL - UMMAH MOJOKERTO
di -
MOJOKERTO

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan

kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ANNISA RISMA PRATIWI

NIM S030710101271

Program S 1 llmu Hukum

Alamat :JI. Bangka V No. 20 Jember, HP. 081330793833

Keperluan  : Konsultasi Tentang Masalah

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH PADA BAITUL

MAAL WAT TAMWIL AL - UMMAH MOJOKERTO

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil

dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :
e Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
* Yang bersangkutan
e Arsip



ARAGA KEUANGAN SYARIAH

AL UMMAR

MOJOKERTO

JI. Raya Pekayon No. 12 Telp

Alamat :
(1371 323796 Mojokerto, Jatim
il bint_alummah@yahoo.com

SN EKONOMI UMAT

(O usAnA [ O NON USAHA )

MNOMOR INDUK PEMBIAYAAN (NIP)

PEMBIAYAAN KE

JENIS PEMBIAYAAN

1 Nama Leng!

2. Tempat/]

3. Alamat Rumah

4. Alamat Pekerjaan

5 Mamor it O kP L) oM [ KatuPoljar | [ Kortu iohasiswa
6. Pekerjaan
L 7. Agama i
8. Pendidikan O sb I ] swp i O swmu I [J Akademi ||:] Universitas
G Nama Suami/ Istri !
Jumlah Tanggungan |<'z\uzt‘:g;1 [
Jumlah Anak “
10. Sektor Usaha vang Akan Dil;iayai ! D Industri lD Dagang i[:l Jasa I E] Agro
- Jenis Usaha
Lama Usala [1 1-68Buan ][] 7-12Bulan ]
- Tempat Usana [l Rumah [] Pasar |
] Hak Milik [] Sewa [J Numpang
11, Jumiah Pembiayaan yang Diajukan | Rp.
- Untuk Keperiuan [C1  Tambah Modal e

l [ BeliBarang

f pgeaiiam T bulan Angsuran

[C] Harian [] Mingguan [] Bulanan [] Tempo-.

12. Agunan / Jaminan yang Disediakan {

3. Anhli Waris

- Nama Ahli Waris

- Alamat

No. Identitas ] kTP

[O swm

l[] Kartu Pelajar ][] Kartu Mahasis

- Hub. Dengan Nasabah

Dicatat Petugas BMT

Menyetujui
Suami / Istri / Wali

Mojokerto,

)

Pemachon,




Pendapaten Rutin
Suami

Istri

|ain-lain

Total pendapatan rutin

Pendapatan Tidak Rutin

Total Pendapatan tidak rutin

Total Pendapatan

Pengeluaran Rutin

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

a. Konsumsi keluarga  |R0-
b. Biaya pendidikan Rp
c. Biaya kasehatan Rp
d. Rp.
Y —— Rp.
t Rp.

Total Pengeluaran

Dana Amain / bulan

A. Modal awal usaha

B Harga beli produk Rp.
¢ Harga jual produk Rp.
0. Pendapatan kotor (B-C)
E. Biaya-biaya
Biaya tenaga kerja Rp.
Biaya transportasi Rp.
Biaya konsumsi Rp.
Pinya listrik Rpy )
Faaya telepon L
Rp. N
e e, IRD
e e -
Jumlah Biaya (E) Rp.

F. Pendapatan Bersih (D-E)

Farang yang diminta
Uang muka

1 Rp.

Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti :

a

b

Kegiatan keagamaan yang diikuti :

a.

Perkiraan Pendapatan Setelah Penambah:n Modal -

Tambahan modal Rp. g
A. Harga jual barang Rp.
5. Harga beli barang Rp.
C. Pendapatan kotor (A-B)|Rp.
Liaya-binya S
1p.
- Rp.
Rp
Rp.
- O e
Rp.
Rp.

Jumlah Biaya Tambahan (D)

m

Pendapatan Tambahan Bersih (C-D)

b

Jabatan kepeng&rusan yang pernah diemban

a.

b.

%

Kewajiban angsuran di tempat lain

a.

b.

Perhitungan Bagi Hasil

Catatan Petugas Survei




LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Alamat :

BMT AL UMMAXH J1. Raya Pekayon No. 12

Telp. 0321-323796
MOJOKERTO Lampiran 6 Mojokerto, Jatim

e-mail : bmt_alummah@yahoo.com
T\ W T T S

Agad Musyarokah (Kerjasama Usaha)
No. 1456/PMS/BMT AU /IMSA/11/2007
ADDENDUM : V (KELIMA)
“Alloh telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (AF-Baqoroh : 275)
“Pedagarg yang jujur dan terp ya, (di akhirat) akan b para Nabi, orang-orang yang jujur,
dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi)

Dengan memohon petunjuk dan ridho dari Alioh SWT, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama . H.DJUMAD!
Jabatan : MANAGER
Dalam aqad ini bertindak untuk dan atas nama BMT AL UMMAH, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
TH :
Alamat rumah :
Pekerjaan
Alamat kantor .
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan Musyarokah dengan ketertuan
sebagai berikut :
Pasal 1
Perjanijian ini dilandaskan pada ketaqwaan kepada Alloh SWT, saling percaya, ukhuwah Islamiyah, dan rasa
tanggung jawab. 1
Pasal 2
PIHAK PERTAMA meminjamkan modal KEPADA PIHAK KEDUA untuk usaha kepras tebu
Harga Pokok :Rp
Bagi Hasil BMT ; Rp
Total Harga :Rp

Pasal 3
Kewaijiban pada pasal 2, akan dilunasi oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur sebanyak  ( ) kali,
seiama ( ) bulan, pada tanggal  S/D tanggal sebesar Rp ( ) PER BULAN.
Pasal 4
Segala resiko kerusakan dan kehilangan barang yang menjadi obyek perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA
Pasal 5
Untuk pembiayaan tersebut, PIHAK KEDUA mengagunkan/menjaminkan .........cceeeeeeeeecss
Pasal 6
PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya administrasi Rp ,00( )
Pasal 7

Apabila PIHAK PERTAMA terpaksa melakukan penagihan karena keterlambatan pembayaran selama 2 hari dari
tanggal angsuran yang telah ditetapkan, inaka PIHAK KEDUA dikenai denda sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh
ribu rupiah) setiap kali penagihan yang akan dimasukkan ke Baitul Maal Al UMMAH.

Pasal 8
Apabila terjadi permasalahan, maka urusan akan dilimpahkan kepada { ) yang beralamat:
. Pasa19
Perjanijian ini disepakati dan ditandatangani di BMT AL UMMAH Mojokerto pada tanggal w....-essssmssssess
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Ahli Waris ( )
H.DJUMADI = s ST e ©  wesasemessexsswimas -
Saksi
NURUL URIFAH

AHMAD RISTIAN D, SE
ISTIKOMATUL B. SE




) SLIP NO.

LEMBAG‘A KEUANGA|
U

Angsuran Ke :
BM

MOJOKERTO Alamat : JI. Pekayon No. 12 Telp. 0321-32379( Mojokerto, Jati
EIETY ST T /2mat : Jl. Raya Pekayon No. 12 Telp U

e-mail : bmt_alummah@yahoo.com
—_—
Nama :

Tanggal :

Jumlah Angsuran | Rp. No. Re¥.
Terbilang : g‘%

Keterangan : Pokok =

MU / Basil =

D Musyarokah
D Mudhorsbah
[T aron

[ qordhut Hasan

R
Teller Tanda Tangan Penystor




Lampiran 8

:
; LEMB‘AéA k‘EUANGAN vS;A’RIAH K "
@) BNT AL UMNAR
fep MOJOKERTO
No. H -
Nama < Kab./Kota :
Alamat H i
Tgl. Cair : Kecamatan : g .
Tgl. JT o ;
Plafon = " ’
MU / Basil : AR D OR o
Tgl Angsuran Pk

Angs. MU | ~ Saldo MU

o W e A e




Lampiran 9

,§ : 2 ,-? 4
SURAT TANDA TERIMA -

Dengan memohon petunjuk dan ridho Alloh SWT, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :BMT AL-UMMAH
Alamat : JI. Pekayon 12 Mojokerto

2. Nama
Tt
Alamat rumah :

Pekerjaan
Alamat kantor ;

Telah menyerahkan jaminan atas pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-UMMAH.:
Mojokerto,

/i

BMT AL-UMMAH




AKTA PENDIRIAN Lampiran 10
KOPERASI BMT AL UMMAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :Drs. H. CHOWAID |
Alamat : JL. PEKAYON IV/9 KOTA MOJOKERTO
Pekerjaan : PENSIUNAN PNS DEPAG

2. Nama : Drs. ZAINUL MU’TAMAR
Alamat : JL. ANJASMORO NO. 16 WATES KOD MOJOKERTO
Pekerjaan : PNS DEPAG

3. Nama :NINOK REIZA S
Alamat : JL. DIENG 16 WATES KOTA MOJOKERTO
Pekerjaan : PENGASUH PANTI

4. Nama : Drs. HENDY PURWANTO, Ec
Alamat : JL. RIAU 19 MOJOKERTO
Pekerjaan :PNS

5. Nama :H. MOCHAMAD TOHA A Z
Alamat :JL. JAYANEGARA 187 MOJOKERTO
Pekerjaan : PEGAWAI BNI 46 MOJOKERTO

Atas kuasa Rapat pembentukan Koperasi BMT AL UMMAH yang diselenggarakan pada
hari Sabtu tanggal 10 bulan Juli Tahun dua ribu empat. Ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa
pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi BMT AL UMMAH
dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. DJUMADI

2. Sekretaris : Drs. H. SURATNO

3. Bendahara : H. IMAM FAKHRUDDIN, SH

Kuasa pendiri menyatakan mendirikan koperasi serta menanda-tangani Anggaran dasar

Lt




BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA
PENDIRIAN KOPERASI BMT AL UMMAH
NOMOR : 001/ BMT AU/ Pngrs/VII/2004

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 10 bulan Juli Tahun Dua ribu empat Pukul 16.00 WIB
(Waktu Indonesian Bagian Barat) .
Bertempat di Jalan Raya Pekayon 12 Kelurahan Kranggan Kecamatan
Prajuritkulon Kota Mojokerto, telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi BMT
AL UMMAH

Berkedudukan di Jalan Raya Pekayon 12 Mojokerto, untuk selanjutnya disebut
koperasi. Bpk. H Djumadi. Yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Ketua Rapat
membuka Rapat Anggota dan memberitahukan :

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir atau diwakili sebanyak 20 ( Dua Puluh)
orang anggota dari 20 ( Dua Puluh ) orang jumlah anggota Koperasi, sehingga
berdasarkan Pasal 11 ayat ( 5) jo 14 ayat ( 1 ) Anggaran Dasar Koperasi, maka
Rapat Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah .

- Bahwa agenda acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi ini adalah :
1. Penetapan dan penunjukkan Pimpinan Rapat .
2. Memilih Pengurus dan kuasa Pendiri / Anggota .
3. Membahas Anggaran Dasar Koperasi .
4. Rencana penetapan koperasi sebagai Badan Hukum .
5. Lain-lain.

- Bahwa karena acara rapat anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang
Hadir, maka pimpinan rapat mengusulkannya dan rapat dengan suara bulat secara
musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Susunan kepengurusan .

2. Menyetujui dan mengesahkan Anggaran Dasar Koperasi BMT AL UMMAH

3. Menyetujui untuk penetapan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi BMT AL
UMMAH
Kepada pejabat yang berwenang, oleh pengurus yang ditanjuk .

4. Menetapkan Kuasa Pendiri . .

5. Menyetujui Simpanan Pokok pada awal pendirian langsung dilunasi sekaligus
sebagai modal awal.




Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atan minta berbicara, maka ketua rapat
menutup Rapat pada jam 20.00 WIB ( Waktu Indonesia Bagian Barat)
Dari segala sesuatu yang tersebut terdahulu, maka dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mojokerto, 10 Juli 2004

Kuasa Pendiri
Nama Tanda Tangan
1. Drs. H. CHOWAID ( )
2. Drs. ZAINUL MU’TAMAR ( )
3. NINOK REIZA S ( )
4. Drs. HENDY PURWANTO, Ec  ( )

5.H. MOCHAMAD TOHAAZ  ( )




